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	Jonathan Setyawan. Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang Terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Di bimbing oleh Bapak Agus Iwan Kesuma. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Samarinda Ilir. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode simple random sampling dengan penerapan rumus slovin dan diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan pengujian hipotesis menggunakan software analisis data SmartPLS 4.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak, pemeriksaan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.
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Jonathan Setyawan. The Effect of Tax Rates, Tax Sanctions, Tax Audits, and the Quality of Tax Officer Services on the Compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Taxpayers Registered at KPP Pratama Samarinda Ilir. Supervised by Mr. Agus Iwan Kesuma. This study aims to examine the effect of tax rates, tax sanctions, tax audits, and the quality of tax officer services on the compliance of MSME taxpayers in submitting their Annual Tax Returns at KPP Pratama Samarinda Ilir. The sample was determined using the simple random sampling method with the Slovin formula, resulting in 100 respondents. The data used in this research is primary data, and hypothesis testing was conducted using SmartPLS 4.0 software. The results show that tax rates, tax audits, and the quality of tax officer services have a significant and positive effect on MSME taxpayer compliance registered at KPP Pratama Samarinda Ilir, while tax sanctions do not have an effect on MSME taxpayer compliance.
Keywords: Tax rates, tax sanctions, tax audits, quality of tax officer services, MSME taxpayer compliance
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[bookmark: _Toc193816690][bookmark: _Toc207272184]1.1.	Latar Belakang
Di Indonesia penerimaan dari sektor pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi secara signifikan dalam pembayaran pajak dan memiliki pengaruh besar terhadap pendapatan negara (Yogantara et al., 2021). Namun, meskipun memiliki potensi besar, UMKM juga menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Hal ini penting karena kontribusi dari sektor UMKM terhadap penerimaan pajak masih tergolong rendah, yaitu hanya sekitar 5% dari total penerimaan pajak (Putra, 2020). Rendahnya peran sektor UMKM dalam memberikan kontribusi ini disebabkan oleh persentase kepatuhan pajak UMKM masih tergolong rendah. Kurangnya kontribusi sektor UMKM ini terjadi di berbagai kota di Indonesia, terutama di Kota Samarinda. Meskipun jumlah pengusaha UMKM yang terdaftar terus meningkat setiap tahun, hal ini tidak seimbang dengan jumlah pelaporan dan tingkat kepatuhan pajak UMKM yang masih rendah.
Hal ini tercemin dalam data yang tersedia di KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu yang menunjukkan kenaikan jumlah wajib pajak UMKM status aktif dan normal atau yang wajib menyampaikan SPT Tahunan. Namun, peningkatan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan pelaporan dan tingkat kepatuhan pajak UMKM yang cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Data informasi tersebut tersedia dalam tabel 1.1 dan tabel 1.2 berikut: 
[bookmark: _Toc184305589][bookmark: _Toc187493257][bookmark: _Toc187493380]Tabel 1. 1 Data Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Samarinda Ilir Tahun 2019-2023.
	Tahun
	Jumlah WP UMKM
	Jumlah WP UMKM Status Aktif
	Jumlah Penyampaian SPT Tahunan
	Persentase Penyampaian SPT Tahunan UMKM

	2019
	15.494
	9.032
	4.535
	50,21%

	2020
	26.866
	10.249
	5.372
	52,41%

	2021
	27.880
	11.223
	5.943
	52,95%

	2022
	29.106
	12.432
	6.478
	52,11%

	2023
	30.768
	14.074
	5.886
	41,82%


Sumber: KPP Pratama Samarinda Ilir, 2024
[bookmark: _Toc184305590][bookmark: _Toc187493258][bookmark: _Toc187493381]Tabel 1. 2 Data Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu Tahun 2019-2023
	Tahun
	Jumlah WP UMKM
	Jumlah WP UMKM Status Aktif
	Jumlah Penyampaian SPT Tahunan
	Persentase Penyampaian SPT Tahunan UMKM

	2019
	18.366
	3.092
	2.342
	75,74%

	2020
	33.665
	4.110
	2.132
	51,87%

	2021
	35.659
	4.877
	2.580
	52,90%

	2022
	38.372
	5.805
	3.677
	63,34%

	2023
	38.415
	9.637
	4.148
	43,04%


Sumber: KPP Pratama Samarinda Ulu, 2024
	Berdasarkan data tersebut, terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah WP UMKM dengan jumlah WP UMKM berstatus aktif. Hal ini disebabkan oleh banyak WP UMKM yang mengajukan permohonan penonaktifan NPWP karena usaha menurun dan sudah tidak mendapatkan penghasilan akibat pandemi covid-19. Wajib pajak non-efektif ini juga bertambah dengan adanya Program Pemulihan Nasional (PEN) yang diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak, bagi Debitur dengan plafon Kredit/Pembiayaan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan bagi Debitur dengan plafon Kredit/Pembiayaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, sesuai PP-55 Tahun 2022, wajib pajak pelaku usaha dengan peredaran bruto dibawah Rp500juta/tahun tidak dikenakan PPh, sehingga memenuhi untuk permohonan penonaktifan NPWP. Sehingga wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak non-efektif, maka tidak melaksanakan kewajiban penyampaian SPT dan tidak diterbitkan Surat Teguran sekalipun tidak menyampaikan SPT (terhitung sejak ditetapkan sebagai WP Non-Efektif). Kemudian terlihat juga dari data tabel 1.1 dan tabel 1.2 bahwa rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dari sektor UMKM terjadi di KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu. Namun, terdapat perbedaan antara jumlah wajib pajak UMKM yang wajib menyampaikan SPT Tahunan atau wajib pajak UMKM dengan status aktif. Terlihat bahwa di KPP Pratama Samarinda Ilir, jumlah wajib pajak UMKM status aktif lebih banyak dibandingkan di KPP Pratama Samarinda Ulu, tetapi persentase rata-rata penyampaian SPT Tahunan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir lebih rendah dibandingkan di KPP Pratama Samarinda Ulu. Berdasarkan hal tersebut memberikan indikasi bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih kurang optimal. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti untuk meneliti lebih lanjut dan memilih objek penelitian pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.
Pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM dengan menerapkan kebijakan baru. Salah satunya adalah menetapkan batasan PTKP sebesar Rp500 juta per tahun, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Sehingga UMKM dengan omzet melebihi batas PTKP yang wajib membayar pajak. Meskipun aturan ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak UMKM, masih ada pelaku usaha yang tidak patuh, sehingga masalah ini perlu segera ditangani oleh pemerintah.
Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM disebabkan oleh berbagai macam faktor antara lain tarif pajak yang semakin tinggi akan membuat wajib pajak UMKM enggan untuk membayar pajaknya, lalu sanksi pajak yang masih terbilang lemah karena banyak UMKM yang masih melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, pemeriksaan pajak juga menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan pajak UMKM. karena pemeriksaan seringkali difokuskan pada perusahaan besar, sementara UMKM kurang diawasi secara ketat dan penerapan sistem Self Assesment System yang memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak dalam melaporkan beban pajak secara mandiri dapat meningkatkan risiko ketidakpatuhan, seperti kecurangan dalam pelaporan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus juga menjadi faktor rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM karena masih banyak wajib pajak UMKM yang merasa kebingungan atau tidak puas dengan pelayanan pajak, baik karena kurangnya informasi, kerumitan prosedur, atau sulitnya mengakses layanan pajak secara online di beberapa daerah. Fenomena ini yang memiliki pengaruh besar terhadap wajib pajak UMKM dalam mematuhi kewajiban pajaknya, karena penerimaan pajak sangat penting bagi perkembangan suatu negara untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya.
Kepatuhan wajib pajak UMKM dapat ditingkatkan salah satunya dari tarif pajak. Semakin rendah tarif pajak yang ditetapkan, semakin besar pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dan sebaliknya (Iriyanto & Rohman, 2022). Meskipun ada keinginan untuk menghindari pajak, wajib pajak tetap berusaha mematuhi aturan perpajakan. Oleh karena itu, semakin adil tarif pajak yang ditetapkan, semakin besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
	Menurut penelitian sebelumnya oleh Iriyanto & Rohman (2022) tarif pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hal ini karena tarif pajak yang lebih rendah dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan pandangan bahwa pengeluaran untuk pajak akan lebih sedikit karena tarif yang ditetapkan atau ditawarkan oleh pemerintah lebih rendah. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Zulma (2020) dikatakan bahwa tarif pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena dalam praktiknya, tarif pajak yang rendah tidak selalu menjamin peningkatan kepatuhan wajib pajak. 
Sanksi pajak berperan penting dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak cenderung bersikap patuh saat mereka memiliki pandangan jika mereka melanggar aturan maka akan dikenakan sanksi yang berat (Gita & Noviari, 2019). Keberadaannya membuat pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak, untuk menegakkan disiplin dan kepatuhan pajak dengan memberlakukan tindakan tegas terhadap wajib pajak yang melanggar aturan. Dengan menerapkan sanksi secara konsisten dan proporsional, diharapkan dapat menciptakan efek jera yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya secara lebih baik di masa depan. 
Menurut penelitian Abdi et al., (2022) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Catur & Krishna (2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga membuktikan bahwa semakin banyak wajib pajak yang bisa mematuhi sanksi pajak yang diberlakukan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka. Wajib pajak yang paham mengenai adanya sanksi pajak akan menganggap bahwa sanksi pajak akan membuat biaya pajak yang lebih tinggi, sehingga wajib pajak memilih untuk melakukan pembayaran pajak tepat waktu agar terhindar dari sanksi pajak. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian Ermawati & Afifi (2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena sanksi pajak yang diberikan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tidak membuat wajib pajak menjadi jera, hal ini dikarenakan sanksi pajak hanya dianggap sebagai aturan formal, sehingga pelanggarannya belum mendapat tindakan tegas dari pemerintah. Hal ini menyebabkan wajib pajak menganggap sanksi pajak sekadar sebagai peraturan tanpa ada dampak yang nyata. 
Pemeriksaan pajak berperan penting dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin sering dilakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak UMKM, maka kepatuhan pajak mereka akan meningkat. Sebaliknya, jika pemeriksaan jarang dilakukan, tingkat kepatuhan pajak mereka cenderung akan semakin menurun (Yogantara et al., 2021). Proses ini melibatkan pengumpulan data dan informasi dengan cermat serta secara profesional, yang diikuti dengan analisis yang teliti sesuai dengan standar inspeksi yang ditetapkan. Melalui pemeriksaan ini, tujuan utama adalah memastikan kepatuhan pajak, memenuhi kebutuhan perpajakan, dan mencapai tujuan-tujuan lain yang terkait dengan regulasi pajak.
Berdasarkan penelitian Ahmad (2023) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajaknya. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyono et al., (2018) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang lebih ketat dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak, melalui pemeriksaan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diketahui. Bagi wajib pajak dengan kepatuhan rendah, pemeriksaan pajak diharapkan dapat mendorong mereka untuk lebih patuh. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugrahanto & Andri (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, karena pemeriksaan pajak yang rutin sebenarnya hanya dilaksanakan pada wajib pajak yang sudah siap diperiksa. Oleh karena itu, wajar jika tidak terjadi peningkatan kepatuhan pajak. 
Kualitas pelayanan fiskus merupakan kualitas layanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak. Semakin baik kualitas layanan ini, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat secara signifikan (Putri, 2020). Evaluasi yang komprehensif atas aspek-aspek ini memungkinkan pengukuran yang lebih baik terhadap kualitas pelayanan perpajakan dan membantu dalam meningkatkan kepuasan pelanggan serta kepatuhan mereka terhadap aturan perpajakan.
Berdasarkan penelitian Awwalina et al., (2018) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya semakin baik kemampuan petugas fiskus dalam memberikan layanan secara cepat dan tepat, serta petugas fiskus mampu menjaga integritas, akuntabilitas, dan transparansi dapat membangun kepercayaan wajib pajak. Hal ini mendorong mereka untuk tidak melanggar kewajiban pajak serta meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian Larasati & Hartika, (2023) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan perkembangan layanan pajak saat ini telah beralih ke teknologi digital, seperti pembuatan faktur melalui e-Faktur, pembayaran dengan e-Billing, dan pelaporan pajak menggunakan e-Filing. Sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban pajaknya tanpa harus ke kantor pelayanan pajak dan tanpa harus mengantri. 
Berdasarkan dari penjelasan latar belakang yang disampaikan, serta hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang kontradiktif, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir dengan judul “Pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir”.


[bookmark: _Toc193816691][bookmark: _Toc207272185]1.2.	Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
[bookmark: _Toc193816692][bookmark: _Toc207272186]1.3.	Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.


[bookmark: _Toc193816693][bookmark: _Toc207272187]1.4.	Manfaat Penelitian
Berdasarkan latar belakang tersebut maka manfaat dalam penelitian ini yaitu:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini memiliki manfaat untuk memperluas pemahaman di bidang perpajakan dan meneliti pengaruh teori perilaku terencana terhadap kepatuhan pajak UMKM, dengan fokus pada tarif pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini memberi wawasan penting bagi KPP Pratama Samarinda Ilir mengenai tarif, sanksi, pemeriksaan, dan layanan fiskus pada UMKM. Dengan data ini, KPP bisa merancang kebijakan lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan pemahaman yang lebih baik, KPP bisa menyusun program yang tepat untuk mendukung wajib pajak, dengan harapan meningkatkan penerimaan pajak, kepatuhan, dan pertumbuhan UMKM di wilayah tersebut.
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[bookmark: _Toc193816696][bookmark: _Toc207272190]2.1.	Landasan Teori
[bookmark: _Toc193816697][bookmark: _Toc207272191]2.1.1.	Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)
	Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan sebuah teori pengembangan dari teori sebelumnya yang dikenal sebagai Theory of Reasoned Action (TRA). Teori ini dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1985. Theory of Planned Behavior (TPB) adalah suatu teori yang membahas tindakan individu dipengaruhi oleh niat individu atas perilaku tertentu (Gita Cahyani & Noviari, 2019). Menurut Ajzen (1985) Theory of Planned Behaviour (TPB)  Terdapat tiga faktor yang memengaruhi niat individu, salah satunya adalah behavioral belief, yaitu keyakinan seseorang terhadap hasil dari suatu tindakan serta penilaiannya terhadap hasil tersebut, Normative belief adalah keyakinan seseorang terhadap harapan orang lain serta motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, dan Control belief adalah sejauh mana seseorang merasa memiliki kendali atas tindakan yang akan dilakukan.
	Dalam konteks kepatuhan wajib pajak bahwa sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku wajib pajak sangat memengaruhi untuk menilai pajak secara lebih mendalam. Niat individu wajib pajak juga bisa memengaruhi tindakan wajib pajak karena dapat menentukan untuk wajib pajak tersebut ingin mematuhi pajak atau tidak. Saat wajib pajak memiliki niat dalam mematuhi pajaknya, maka wajib pajak tersebut akan cenderung patuh dalam perpajakan.
Keterkaitan variabel independen dengan variabel dependen dalam penelitian ini dapat dijelaskan dengan Theory of Planned Behaviour yaitu untuk menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat menentukan tindakan individu dipengaruhi oleh niat individu atas kepatuhan pajak dalam memberikan penilaian terhadap pajak itu sendiri. Sehingga Theory of planned Behaviour sangat relevan untuk menjelaskan penelitian ini.
[bookmark: _Toc193816698][bookmark: _Toc207272192]2.1.2.	Kepatuhan Wajib Pajak
	Kepatuhan wajib pajak berarti kesediaan wajib pajak untuk memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Awwalina et al., 2018). Kepatuhan wajib pajak memegang peranan krusial bagi negara, terutama karena sistem perpajakan di Indonesia menerapkan Self-Assessment System. Sistem ini memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung dan menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya, yang menjadi tanggung jawab masing-masing wajib pajak. 
Kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua macam, yaitu kepatuhan formal wajib pajak adalah bentuk kesadaran dan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Ini terlihat dari usaha wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, mengisi formulir, menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, serta melakukan pembayaran pajak (Catur & Krishna, 2020). Sedangkan kepatuhan material adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan isi dan semangat undang-undang perpajakan. Dalam hal ini, Wajib Pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jujur, benar, dan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, SPT tersebut harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu yang ditentukan (Awwalina et al., 2018).
[bookmark: _Toc207272193]2.1.3.	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai kategori usaha yang dapat dibedakan berdasarkan aset dan omset yang diperoleh dalam satu tahun kegiatan usaha. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih (aset) maksimum sebesar Rp50.000.000, yang tidak mencakup tanah dan bangunan yang digunakan untuk usaha tersebut. Selain itu, omset tahunan usaha mikro tidak boleh melebihi Rp300.000.000. Sementara itu, usaha kecil memiliki kriteria kekayaan bersih (aset) yang berkisar antara Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000, juga tidak termasuk tanah dan bangunan. Omset tahunan untuk usaha kecil berada dalam rentang Rp300.000.000 hingga Rp2.500.000.000. Adapun usaha menengah, kriteria yang digunakan mencakup kekayaan bersih (aset) yang lebih dari Rp500.000.000 hingga Rp10.000.000.000, tanpa memperhitungkan tanah dan bangunan. Omset tahunan untuk usaha menengah berkisar antara Rp2.500.000.000 hingga Rp50.000.000.000.
	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 memberikan pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut: 
1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. 
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini. 
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
[bookmark: _Toc193816699][bookmark: _Toc207272194]2.1.4.	Tarif Pajak
	Tarif pajak merupakan persentase yang dijadikan tolak ukur untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan. Penurunan tarif Final UMKM dari 1% menjadi 0,5% mengindikasikan bahwa tarif pajak adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Gita & Noviari, 2019). 
	Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menginformasikan bahwa tarif pajak penghasilan (PPh) untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak lagi sebesar 0,5% pada tahun ini, melainkan kembali ke tarif normal. UMKM yang terkena perubahan ini termasuk pelaku usaha orang pribadi dengan omzet tahunan tidak melebihi Rp4,8 miliar, yang sejak tahun pajak 2018 menggunakan tarif PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Namun, menurut DJP, tarif yang berlaku bukan tarif pajak baru yang dinaikkan, melainkan tarif normal sesuai Pasal 17 ayat (1) UU PPh, yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP).
	Pemberian tarif pajak yang relatif ringan menjadikan masyarakat lebih menerima dalam memenuhi kepatuhan pajak mereka. Meskipun keinginan untuk menghindari pajak mungkin tetap ada, wajib pajak cenderung tidak terlalu keberatan terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin adil tarif pajak yang diberlakukan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Catur & Krishna, 2020)
[bookmark: _Toc193816700][bookmark: _Toc207272195]2.1.5.	Sanksi Pajak
	Sanksi pajak merupakan suatu bentuk hukuman terhadap pelanggaran atau ketidakpatuhan atas peraturan yang berlaku. Sanksi ini adalah akibat dari perilaku wajib pajak yang menyimpang dari peraturan perpajakan yang ada (Putra, 2020).
	Sanksi pajak adalah faktor eksternal untuk memberikan pengaruh terhadap pandangan wajib pajak dalam menciptakan keputusan mengenai tindakan untuk patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Sehingga dengan adanya sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak akan menciptakan wajib pajak yang taat dan patuh, serta menimbulkan rasa takut terhadap peraturan perpajakan (Hantono & Sianturi, 2021).  
Dengan memberlakukan sanksi pajak secara konsisten dan adil, diharapkan dapat membuat efek jera yang memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya secara lebih baik di masa yang akan datang. 
Sanksi pajak memiliki dua kategori sebagai berikut:
1. Sanksi dari otoritas pajak 
Sanksi administratif merupakan bentuk hukuman yang dikenakan oleh otoritas pajak atas pelanggaran administratif, seperti keterlambatan pembayaran atau pelaporan pajak. Bentuknya bisa berupa denda atau penalti keuangan lainnya yang harus dibayar oleh wajib pajak sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut.
2. Sanksi pidana perpajakan 
Sanksi pidana perpajakan merupakan instrumen hukum yang diberlakukan terhadap pelanggaran serius dalam sistem perpajakan, seperti penggelapan pajak atau penipuan perpajakan. Konsekuensinya bisa mencakup hukuman pidana seperti penjara atau denda yang lebih berat	
[bookmark: _Toc193816701][bookmark: _Toc207272196]2.1.6.	Pemeriksaan Pajak
	Pemeriksaan pajak adalah sebuah kegiatan mengumpulkan dan menganalis data, bukti, serta informasi pendukung yang dilakukan secara bijaksana dan kompeten sesuai dengan peraturan yang berlaku (Nadiani & Ery, 2019). Pemeriksaan pajak dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dan menemukan pelanggaran terhadap wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. 
Menurut OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), pemeriksaan pajak adalah proses peninjauan terhadap wajib pajak untuk memastikan apakah mereka telah melaporkan dan menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar. Dengan melakukan pemeriksaan ini secara teratur dan efektif, otoritas pajak dapat memastikan bahwa UMKM mematuhi aturan perpajakan dan berkontribusi secara adil dalam pembayaran pajak. Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007) menjadi dasar bagi proses pemeriksaan pajak yang dijalankan oleh otoritas pajak (Yogantara et al., 2021).
Menurut Suandy (2011) pemeriksaan pajak memiliki beberapa unsur pokok yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Informasi yang terukur dengan kriteria tetap, Dalam pemeriksaan pajak, informasi dikumpulkan dengan mencari, menghimpun, dan mengolah data dari Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi oleh Wajib Pajak berdasarkan sistem self-assessment. Informasi yang digunakan dalam pemeriksaan harus dapat dibuktikan dan memiliki standar atau kriteria yang jelas sebagai acuan bagi pemeriksa dalam mengevaluasi data yang diperoleh.
2. Satuan usaha, Sebelum melakukan pemeriksaan pajak, ruang lingkup pemeriksaan harus ditentukan dengan jelas. Kesatuan usaha yang diperiksa dapat berupa wajib pajak perorangan atau badan usaha. Umumnya, pemeriksaan dilakukan untuk periode satu tahun, tetapi bisa juga dilakukan untuk satu bulan, satu kuartal, atau beberapa tahun, tergantung pada kebutuhan.
3. Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti, Pemeriksaan pajak mengumpulkan berbagai informasi yang digunakan untuk menilai keakuratan data yang diperiksa. Informasi tersebut dievaluasi agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
4. Pemeriksaan yang kompeten dan independen, Pemeriksaan pajak harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memadai agar dapat memahami dan menerapkan kriteria pemeriksaan dengan baik serta menjalankan tugasnya secara profesional dan independen.
[bookmark: _Toc193816702][bookmark: _Toc207272197]2.1.7.	Kualitas Pelayanan Fiskus
	Kualitas pelayanan fiskus adalah jasa yang diberikan oleh petugas pajak, atau yang dikenal sebagai petugas fiskus, untuk memudahkan dan mendukung wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Beragam upaya dilaksanakan oleh petugas fiskus, seperti mengadakan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban pajak, termasuk membayar dan menyetorkan pajak, serta melaporkan SPT tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan. Selain itu, edukasi juga diberikan melalui berbagai media, seperti penayangan iklan di televisi dan radio (Putri, 2020).
	Menurut Zeithaml et al (2009) Penilaian kualitas pelayanan melibatkan lima aspek utama, yaitu: keandalan, jaminan, tanggung jawab, empati, dan material. Keandalan mencakup ketepatan dan konsistensi dalam memberikan layanan sesuai dengan yang dijanjikan. Jaminan melibatkan pembangunan kepercayaan melalui penguasaan pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan organisasi. Tanggung jawab menunjukkan ketersediaan dan kecepatan dalam memberikan respon atas kebutuhan pelanggan. Empati melibatkan kemampuan untuk memahami dan merespons secara pribadi terhadap kebutuhan pelanggan. Sementara unsur-unsur material mencakup penampilan, peralatan, personel, dan sarana komunikasi yang mendukung kualitas keseluruhan dari layanan yang diberikan (Awwalina et al., 2018).
[bookmark: _Toc193816703][bookmark: _Toc207272198]2.2.	Penelitian Terdahulu
Penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan oleh penulis, berisi rangkuman teori ilmiah yang terpercaya dan didukung oleh fakta empiris, sehingga dapat membantu dalam menilai penelitian yang sedang berlangsung.
[bookmark: _Toc190869518]Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
	No.
	Judul, Nama, dan
Tahun Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	1
	Pengaruh Pengetahuan  perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi
(Ermawati & Afifi, 2018)
	Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Independen:
1. Pengetahuan Perpajakan
2. Sanksi Perpajakan

Variabel Moderasi:
1. Religiusitas
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan erpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

	2
	Pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan
(Wahyono et al., 2018)
	Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Variabel Independen:
1. Pemeriksaan Pajak
2. Sanksi Pajak
3. Sosialisasi Pajak
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan  sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan

	3
	Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
(Awwalina et al., 2018)
	Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi


	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus, dimensi keadilan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif


Disambung ke halaman selanjutnya
Tabel 2.1 Lanjutan 
	No.
	Judul, Nama, dan
Tahun Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	
	
	Variabel Independen:
1. Kualitas Pelayanan Fiskus
2. Dimensi Keadilan
3. Kesadaran Wajib Pajak
	dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

	4
	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
(Gita & Noviari, 2019)
	Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Variabel Independen:
1. Tarif Pajak
2. Pemahaman Perpajakan
3. Sanksi Perpajakan
	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

	5
	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia
(Nugrahanto & Andri, 2019)
	Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Variabel Independen:
1. Pemeriksaan Pajak
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pemeriksaan pajak tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

	6
	Pengaruh kesadaran wajib pajak, tarif pajak umkm dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kantor pelayanan pajak pratama badung utara
(Catur & Krishna, 2020)
	Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Variabel Independen
1. Kesadaran Wajib Pajak
2. Tarif Pajak UMKM
3. Sanksi Perpajakan
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak UMKM, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh

	7
	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia
(Zulma, 2020)
	Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Pajak

Variabel Independen:
1. Pengetahuan Wajib Pajak
2. Administrasi Pajak
3. Tarif Pajak
4. Sanksi Perpajakan
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, administrasi pajak dan sanksi pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di Indonesia

	8
	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara
(Iriyanto & Rohman, 2022)
	Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Variabel Independen:
1. Kualitas Pelayanan Fiskus
2. Sanksi pajak
3. Tarif Pajak
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak


Disambung ke halaman selanjutnya


Tabel 2.1 Lanjutan
	No.
	Judul, Nama, dan
Tahun Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	
	
	
	sedangkan Tarif Pajak
berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

	9
	Pengaruh insentif pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak umkm
(Abdi et al., 2022)
	Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Variabel Independen
1. Insentif Pajak
2. Kesadaran Wajib Pajak
3. Sanksi Pajak
4. Penerapan e-filling
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insentif pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan e-filling memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM

	10
	Pengaruh pemeriksaan pajak, sosialisasi pajak, penurunan tarif pajak, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada wajib pajak badan umkm di kantor pelayanan pajak Pekanbaru Senapelan)
(Ahmad, 2023)
	Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM

Variabel Independen:
1. Pemeriksaan Pajak
2. Sosialisasi Pajak
3. Penurunan Tarif Pajak
4. Tingkat Pendapatan
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, sosialisasi pajak, penurunan tarif pajak, dan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM.

	11
	Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pemahaman Pajak dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
(Larasati & Hartika, 2023)
	Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Independen
1. Pelayanan  Fiskus
2. Pemahaman Pajak
3. Preferensi Risiko
	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Pemahaman pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan  pelayanan fiskus dan preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak


 (Sumber: Review Beberapa Artikel, Data olahan, 2025)
	Berdasarkan penelitian terdahulu perbedaan secara signifikan terletak pada objek penelitian, populasi, teknik sampling, dan fokus variabel independen yang menjadi dasar pengujian.


[bookmark: _Toc193816704][bookmark: _Toc207272199]2.3.	Kerangka Konseptual
	Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Tarif pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus diharapkan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Gambar dibawah ini akan menyajikan kerangka konseptual penelitian ini, adalah sebagai berikut.
Theory of Planned Behavior


Behavioral
Belief
Control
Belief
Normative 
Belief



Tarif Pajak
Kualitas Pelayanan Fiskus
Sanksi Pajak
Pemeriksaan Pajak



[bookmark: _Toc187492256]Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

[bookmark: _Toc187492257]
[bookmark: _Toc183548693][bookmark: _Toc198197636]Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual
Sumber: Data Olahan, 2025



[bookmark: _Toc193816705][bookmark: _Toc207272200]2.4.	Pengembangan Hipotesis
	Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dibuat hipotesis, yaitu sebagai berikut:
[bookmark: _Toc193816706][bookmark: _Toc207272201]2.4.1.	Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Berdasarkan Theory of Planned Behavior. Besarnya tarif pajak berkaitan dengan normative belief, yaitu persepsi tentang harapan dari satu orang atau lebih yang menyetujui suatu tindakan dan memotivasi seseorang untuk memenuhi kewajibannya. Tarif pajak sebelumnya, yaitu tarif final 1 persen, dianggap lebih tinggi dibandingkan tarif sebelumnya. Hal ini karena tarif 1 persen dihitung dari omzet tanpa mempertimbangkan jika pemilik UMKM mengalami keuntungan atau kerugian, serta tidak dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (Yusro & Kiswanto, 2014). Pemerintah kemudian menerbitkan peraturan baru melalui PP No. 23 Tahun 2018 tentang tarif final UMKM. Saat ini, tarif tersebut telah diturunkan menjadi 0,5 persen dengan harapan dapat mendorong wajib pajak agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga hal tersebut berkaitan dengan normative belief bahwa keyakinan individu tentang harapan normatif pada pemerintah sebagai yang membuat kebijakan terkait besarnya tarif pajak serta dorongan untuk memenuhi harapan tersebut.
	Menurut penelitian Iriyanto & Rohman (2022) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selanjutnya didukung juga penelitian yang dilakukan oleh Gita & Noviari (2019) bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka dapat diartikan jika semakin rendah tarif pajak yang diberlakukan akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya dan begitupun sebaliknya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H1:	Tarif pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
[bookmark: _Toc193816707][bookmark: _Toc207272202]2.4.2.	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Sanksi merupakan hukuman atas pelanggaran atau akibat dari melakukan ketidakpatuhan dan tidak taat atas aturan yang berlaku. Sanksi pajak adalah faktor eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1985). Sanksi pajak berperan sebagai control beliefs bagi wajib pajak, di mana mereka akan menerima sanksi jika tidak memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan control belief sebagai tingkatan kontrol terhadap pandangan untuk menaati atau melaksanakan ketentuan yang berlaku.
	Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahyono et al., (2018) menyatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sependapat dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Iriyanto & Rohman (2022) juga menyatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat diartikan bahwa semakin tegas sanksi pajak yang dikenakan pada wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasalan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2:	Sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
[bookmark: _Toc193816708][bookmark: _Toc207272203]2.4.3.	Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Berdasarkan theory of planned behavior, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pemeriksaan pajak adalah behavioral belief yang merupakan persepsi seseorang tentang kemungkinan hasil atau dampak dari suatu tindakan. Dalam hal ini, wajib pajak UMKM secara sadar berperilaku dengan mempertimbangkan informasi yang tersedia. Oleh karena itu, seseorang dapat dianggap patuh terhadap pajak jika memiliki keyakinan bahwa tindakan tertentu, seperti tidak melakukan penggelapan pajak, adalah hal yang benar dan membentuk sikap yang sesuai.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2023) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyono et al., (2018) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat diartikan bahwa jika nilai pemeriksaan pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan mengalami peningkatan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H3:	Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
[bookmark: _Toc193816709][bookmark: _Toc207272204]2.4.4.	Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Pelayanan pajak berkaitan dengan normative beliefs, salah satu faktor dalam Theory of Planned Behavior. Normative beliefs menjelaskan bahwa sebelum melakukan suatu tindakan, individu memiliki keyakinan tentang harapan orang lain serta dorongan untuk memenuhi harapan tersebut. Petugas fiskus disediakan oleh pejabat pajak untuk memudahkan wajib pajak, mereka disebut fiskus. Tugas petugas pajak adalah memberikan sosialisasi terkait ketentuan-ketentuan perpajakan dan memberikan pelayanan yang baik sehingga mendorong motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Awwalina et al., (2018) membuktikan bahwa kualitas pelayanan fiskus memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Iriyanto & Rohman (2022) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka dapat diartikan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan oleh petugas fiskus dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H4:	Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.



[bookmark: _Toc193816710][bookmark: _Toc207272205]2.5.	Model Penelitian	Tarif Pajak (X1)

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)


H1 (-)

H2 (+)
 Sanksi Pajak (X2)


H3 (+)

Pemeriksaan Pajak (X3)

H4 (+)


Kualitas Pelayanan Fiskus (X4)


[bookmark: _Toc183548694][bookmark: _Toc198197637]Gambar 2. 2 Model Penelitian
Sumber: Data Olahan, 2025



[bookmark: _Toc193816711][bookmark: _Toc207272206]BAB III
[bookmark: _Toc183546523][bookmark: _Toc183548839][bookmark: _Toc187492265][bookmark: _Toc188609373][bookmark: _Toc191191915][bookmark: _Toc191192164][bookmark: _Toc191499051][bookmark: _Toc193816419][bookmark: _Toc193816712][bookmark: _Toc198196819][bookmark: _Toc200618891][bookmark: _Toc200619247][bookmark: _Toc202297195][bookmark: _Toc202347478][bookmark: _Toc202878588][bookmark: _Toc207272207]METODE PENELITIAN
[bookmark: _Toc193816713][bookmark: _Toc207272208]3.1.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
	Definisi operasional merupakan suatu konsep penting dalam mengukur variabel dalam penelitian ini, sehingga bisa mempermudah dalam menganalisis data. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen.
	Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau yang menjadi penyebab timbulnya variabel dependen. Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah tarif pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau terjadi karena adanya variabel independen. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM.
[bookmark: _Toc193816714][bookmark: _Toc207272209]3.1.1.	Variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak UMKM)
	Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dilambangkan dalam variabel Y. Kepatuhan material wajib pajak UMKM merupakan suatu kondisi wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir untuk dapat patuh serta menjalankan kewajiban perpajakannya yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Seperti, wajib pajak UMKM mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan status aktif, wajib pajak menghitung pajaknya dengan benar dan jujur, wajib pajak UMKM membayar pajaknya dan tidak mempunyai tunggakan, wajib pajak UMKM menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan sesuai waktu yang ditentukan.
	Berdasarkan variabel ini dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang diadopsi dari Handayani et al., (2020) dan Noviana et al., (2020) variabel kepatuhan wajib pajak UMKM di ukur berdasarkan indikator sebagai berikut: 
1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
2. Kepatuhan dalam perhitungan jumlah pajaknya dengan jujur dan benar
3. Kepatuhan dalam membayar pajak sesuai jumlah yang seharusnya dibayarkan
4. Kepatuhan dalam menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan sesuai waktu yang ditentukan
[bookmark: _Toc184996635][bookmark: _Toc202347944]Tabel 3. 1 Indikator Pengukuran variabel Kepatuhan Wajib Pajak
	Indikator 
	Notasi

	Kepatuhan dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
	Y.1.1

	Kepatuhan dalam perhitungan jumlah pajaknya dengan jujur dan benar
	Y.1.2

	Kepatuhan dalam membayar pajak sesuai jumlah yang seharusnya dibayarkan
	Y.1.3

	Kepatuhan dalam menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan sesuai waktu yang ditentukan
	Y.1.4


Sumber: Data olahan, 2025
[bookmark: _Toc193816715][bookmark: _Toc207272210]3.1.2.	Variabel Independen
	Variabel independen merupakan variabel yang memiliki fungsi untuk menjelaskan varians dari variabel dependen atau yang menjadi penyebab timbulnya variabel dependen. Penelitian ini menggunakan variabel independen sebagai berikut:

a. Tarif Pajak (X1)
Tarif pajak merupakan suatu ketentuan atau persentase berdasarkan undang-undang yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung dan menetapkan besaran pajak yang harus dibayar, dan disetor wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir agar wajib pajak mematuhi kewajiban pajaknya. Seperti taat terhadap ketentuan undang-undang perpajakan mengenai tarif pajak UMKM, memahami prodesur pemungutan tarif pajak UMKM, tertib dalam membayar pajak dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku. 
Berdasarkan variabel ini dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang diadopsi dari Lazuardini & Rahmawati (2018) adalah sebagai berikut:
1. Taat terhadap Undang-Undang Perpajakan mengenai tarif pajak UMKM 
2. Memahami prosedur pemungutan tarif pajak UMKM 
3. Tertib dalam hal menjalankan kewajiban pajaknya dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku
4. Tarif pajak yang berlaku 0,5% dinilai sangat membantu bagi wajib pajak
[bookmark: _Toc184996636][bookmark: _Toc202347945]Tabel 3. 2 Indikator Pengukuran Variabel Tarif Pajak
	Indikator Pengukuran
	Notasi

	Taat terhadap Undang-Undang Perpajakan mengenai tarif pajak UMKM
	X1.1

	Memahami prosedur pemungutan pajak UMKM
	X1.2

	Tertib dalam hal menjalankan kewajiban pajaknya dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku
	X1.3

	Tarif pajak yang berlaku 0,5% dinilai sangat membantu bagi wajib pajak
	X1.4


Sumber: Data olahan, 2025

b. Sanksi Pajak (X2)
Sanksi pajak merupakan konsekuensi atau hukuman yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir bagi yang melanggar kewajiban perpajakan. Ini dapat berupa denda, penalti, atau tindakan hukum lainnya yang diterapkan sebagai respons terhadap pelanggaran dalam melaporkan, membayar, atau mengikuti aturan perpajakan yang berlaku sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang perpajakan ada dua macam sanksi bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan sesuai dengan tingkat pelanggarannya yang pertama adalah sanksi administrasi dimana dapat diartikan sebagai pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda 2% perbulan jika terlambat membayar pajak. Sedangkan sanksi yang kedua adalah sanksi pidana yang merupakan sanksi terberat yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya
Berdasarkan variabel ini dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang diadopsi dari Mulyati & Ismanto (2021) dan Hantono & Sianturi (2021) adalah sebagai berikut:
1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi 
2. Sanksi administrasi dan sanksi pidana dijatuhkan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan
3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan wajib pajak UMKM untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan
4. Sanksi pajak harus dijatuhkan kepada semua pelanggar pajak dan tidak ada perilaku yang ditoleransi
[bookmark: _Toc184996637][bookmark: _Toc202347946]Tabel 3. 3 Indikator Pengukuran Variabel Sanksi Pajak
	Indikator Pengukuran
	Notasi

	Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi 
	X2.1

	Sanksi administrasi dan sanksi pidana dijatuhkan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan
	X2.2

	Sanksi digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan wajib pajak UMKM untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan
	X2.3

	Sanksi pajak harus dijatuhkan kepada semua pelanggar pajak dan tidak ada perilaku yang ditoleransi
	X2.4


Sumber: Data olahan, 2025
c. Pemeriksaan Pajak (X3)
Pemeriksaan pajak merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk mengumpulkan dan mengolah data atau bukti yang diperoleh agar menguji wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Pemeriksaan pajak memegang peranan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Proses ini melibatkan pengumpulan data dan informasi dengan cermat serta secara profesional, yang diikuti dengan analisis yang teliti sesuai dengan standar inspeksi yang ditetapkan. Melalui pemeriksaan ini, tujuan utama adalah memastikan kepatuhan pajak, memenuhi kebutuhan perpajakan, dan mencapai tujuan-tujuan lain yang terkait dengan regulasi pajak. Dengan pemeriksaan yang dilakukan secara transparan dan akurat, otoritas pajak dapat memastikan bahwa semua wajib pajak mematuhi kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang berlaku (Nadiani et al., 2019).
Berdasarkan variabel ini dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang diadopsi dari Sherly (2019) adalah sebagai berikut:
1. Pemeriksaan secara tegas dan adil sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan: Proses ini membuat wajib pajak UMKM lebih sadar akan kewajiban mereka.
2. Mendorong pelaporan tepat waktu: hadirnya pemeriksaan dapat mendorong atau memotivasi bagi wajib pajak untuk menyampaikan SPT sesuai jadwal.
3. Pemeriksaan dapat menjadi peringatan bagi pelanggar ketentuan undang-undang perpajakan: wajib pajak cenderung menghindari melakukan pelanggaran atau penggelapan pajak karena ada potensi untuk bisa diperiksa atau diselidiki.
4. Identifikasi pembayaran yang tidak sesuai ketentuan: Pemeriksaan membantu mengidentifikasi lebih bayar atau kurang bayar untuk koreksi atau pengembalian.
5. Mendorong kejujuran: Proses ini menciptakan kesadaran akan pentingnya membayar pajak dengan benar dan jujur.
[bookmark: _Toc184996638][bookmark: _Toc202347947]Tabel 3. 4 Indikator Pengukuran Variabel Pemeriksaan Pajak
	Indikator Pengukuran
	Notasi

	Pemeriksaan secara tegas dan adil sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan
	X3.1

	Mendorong pelaporan tepat waktu
	X3.2

	Pemeriksaan dapat menjadi peringatan bagi pelanggar ketentuan undang-undang perpajakan
	X3.3

	Identifikasi pembayaran yang tidak sesuai ketentuan
	X3.4

	Mendorong kejujuran
	X3.5


Sumber: Data olahan, 2025


d. Kualitas Pelayanan Fiskus (X4)
Kualitas pelayanan fiskus merupakan upaya yang dilaksanakan oleh petugas pajak dan lembaga fiskus untuk menyediakan bantuan serta solusi atas berbagai kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Petugas fiskus wajib berkompeten dalam bidang keahliannya dan harus memiliki motivasi yang tinggi dalam melayani wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir agar dapat memberikan kesan yang baik sehingga mendorong wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan variabel ini dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang diadopsi dari Zeithaml et al., (2009) dan dikembangkan oleh Awwalina et al., (2018) adalah sebagai berikut: 
1. Keandalan: Memberikan layanan secara konsisten, akurat, dan sesuai dengan komitmen yang telah dibuat.
2. Jaminan: Menjamin kepercayaan wajib pajak terhadap petugas dan sistem perpajakan.
3. Responsif: Merespons dengan cepat dan efisien terhadap kebutuhan serta permintaan wajib pajak.
4. Empati: Memahami dan merespons dengan sensitif terhadap kebutuhan dan situasi individu wajib pajak.
5. Berwujud: Menyediakan fasilitas fisik dan komunikasi yang baik serta memberikan penampilan dan perilaku yang profesional dari petugas pajak.

[bookmark: _Toc184996639][bookmark: _Toc202347948]Tabel 3. 5 Indikator Pengukuran Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus
	Indikator Pengukuran
	Notasi

	Keandalan
	X4.1

	Jaminan
	X4.2

	Responsif
	X4.3

	Empati
	X4.4

	Berwujud
	X4.5


Sumber: Data olahan, 2025
[bookmark: _Toc193816716][bookmark: _Toc207272211]3.2.	Populasi dan Sampel
[bookmark: _Toc193816717][bookmark: _Toc207272212]3.2.1.	Populasi
	Populasi merupakan wilayah pengelompokkan yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki karakteristik sesuai dengan kondisi yang telah ditetapkan oleh peneliti dimana akan dipelajari dan diambil menjadi objek pada suatu penelitian (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 30.768 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir pada tahun 2023. 
[bookmark: _Toc193816718][bookmark: _Toc207272213]3.2.2.	Sampel
	Sampel merupakan sebagian kecil dari populasi yang ditentukan untuk menggambarkan suatu kondisi populasi. Jika jumlah populasi terlalu besar dan peneliti tidak dapat meneliti seluruhnya karena keterbatasan dana, tenaga, atau waktu, maka peneliti dapat mengambil sampel sebagai perwakilan dari populasi tersebut.
	Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Probability Sampling dengan metode Simple Random Sampling. Teknik pengambilan sampel ini dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan sampel berasal dari anggota populasi yang dilakukan secara acak dimana setiap anggota populasi mempunyai kesempatan untuk dipilih menjadi sampel tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2013).
Perhitungan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 10%, karena jumlah populasi telah diketahui berdasarkan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir pada tahun 2023. Adapun rumus slovin sebagai berikut:

Keterangan:
n	: Total Sampel
N	: Jumlah Populasi
e	: Tingkat Kesalahan (Ditetapkan pada penelitian ini sebesar 10%)
	Jumlah populasi dalam penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Samarinda Ilir yang menyampaikan bahwa jumlah wajib pajak UMKM tahun 2023 berjumlah 30.768 wajib pajak. Maka perhitungan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:




	Berdasarkan pada perhitungan diatas, maka sampel dalam penelitian ini adalah 99,67 dan dibulatkan menjadi 100 Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.



[bookmark: _Toc193816719][bookmark: _Toc207272214]3.3.	Jenis dan Sumber Data
[bookmark: _Toc193816720][bookmark: _Toc207272215]3.3.1.	Jenis Data
	Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa nilai atau skor atas jawaban yang diperoleh langsung dari responden atau sampel wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaruh dari tarif pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.
[bookmark: _Toc193816721][bookmark: _Toc207272216]3.3.2.	Sumber Data
	Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama pada objek penelitian. Sumber data primer penelitian ini diambil secara langsung melalui penyebaran kuesioner yang diisi oleh setiap wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.
[bookmark: _Toc193816722][bookmark: _Toc207272217]3.4.	Metode Pengumpulan Data
	Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan suatu alat penelitian yang berisi kumpulan pertanyaan tertulis dan dirancang untuk mengumpulkan informasi atas tanggapan dari responden wajib pajak UMKM. Kuesioner bertujuan untuk mengumpulkan data secara terstruktur serta merekam pandangan, opini, atau perilaku individu maupun kelompok yang berkaitan dengan topik penelitian. Setelah mendapatkan data dari responden melalui teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan, maka untuk melakukan pengukuran dengan data kuantitafif yang akurat harus mempunyai skala penelitian.
Skala pengukuran yang diterapkan dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan skor jawaban responden, dan metode yang digunakan adalah Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk menilai sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah dirumuskan secara spesifik oleh peneliti dan disebut sebagai variabel penelitian (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban responden dapat diberi skor sebagai berikut:
[bookmark: _Toc183548093][bookmark: _Toc184996640][bookmark: _Toc202347949]Tabel 3. 6 Skala Likert
	Pernyataan
	Skor

	Sangat Setuju (SS)
	5

	Setuju (S)
	4

	Netral (N)
	3

	Tidak Setuju (TS)
	2

	Sangat Tidak Setuju (STS)
	1


Sumber: Sugiyono (2013)
[bookmark: _Toc193816430][bookmark: _Toc193816723][bookmark: _Toc198196830][bookmark: _Toc200619258][bookmark: _Toc202297206][bookmark: _Toc202347489]	Penulis akan menyusun kuesioner yang berisi pernyataan terkait tarif pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak, serta kualitas layanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Setelah kuesioner selesai dibuat, kuesioner tersebut akan dibagikan kepada narasumber yaitu wajib pajak UMKM yang memiliki NPWP di KPP Pratama Samarinda Ilir. Setelah mendapatkan jawaban responden, kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas.
[bookmark: _Toc207272218]3.5.	Pilot Test
	Pilot Test adalah percobaan skala kecil yang dilakukan sebelum penelitian utama untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Uji ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kuesioner yang digunakan sudah sesuai dan dapat dipahami dengan baik. Adapun dalam penelitian ini menggunakan 30 responden wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir sebagai sampel uji coba awal. 
	Berdasarkan pilot test yang telah dilakukan menunjukkan hasil nilai uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan setiap indikator valid dan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel sangat reliabel.
[bookmark: _Toc207272219]3.6.	Analisis Statistik Deskriptif
	Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang diteliti. Pendekatan ini membantu peneliti dalam menjelaskan setiap variabel penelitian. Variabel yang diukur dan dianalisis dalam penelitian ini meliputi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y), Tarif Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Pemeriksaan Pajak (X3), dan Kualitas Pelayanan Fiskus (X4). Statistik deskriptif yang digunakan mencakup nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel tersebut.
[bookmark: _Toc193816724][bookmark: _Toc207272220]3.7.	Alat Analisis Data
[bookmark: _Toc193816432][bookmark: _Toc193816725][bookmark: _Toc198196832][bookmark: _Toc200619261][bookmark: _Toc202297209][bookmark: _Toc202347492]	Alat analisis diperlukan dalam penelitian ini untuk menganalisis dan menguji hipotesis yang terbentuk dari permasalahan yang terjadi pada objek penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis Partial Least Squares (PLS) version 4.0, yaitu metode alternatif yang dikembangkan dari pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis varians (Ghozali & Latan, 2015). 
[bookmark: _Toc193816433][bookmark: _Toc193816726][bookmark: _Toc198196833][bookmark: _Toc200619262][bookmark: _Toc202297210][bookmark: _Toc202347493]	Dalam penelitian ini, pengukuran model PLS dilakukan menggunakan outer model dan inner model dengan bantuan aplikasi SmartPLS version 4.0. SmartPLS dipilih karena dapat digunakan untuk berbagai ukuran data tanpa memerlukan banyak asumsi. Evaluasi model dalam PLS-SEM dilakukan melalui dua tahap, yaitu pengukuran model (outer model) dan evaluasi model struktural (inner model).
[bookmark: _Toc193816727][bookmark: _Toc207272221]3.7.1.	Model Pengukuran (Outer Model)
[bookmark: _Toc193816435][bookmark: _Toc193816728][bookmark: _Toc198196835][bookmark: _Toc200619264][bookmark: _Toc202297212][bookmark: _Toc202347495]	Model pengukuran (outer model) dalam PLS-SEM atau uji validitas konstruk mencakup validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konstruk dapat diuji dengan melihat sejauh mana konstruk memiliki korelasi yang kuat dengan item pernyataannya sendiri serta hubungan yang lemah dengan variabel lain.
[bookmark: _Toc193816729][bookmark: _Toc207272222]3.7.1.1. Uji Validitas
	Menurut Ghozali (2016) Uji validitas merupakan proses untuk menentukan apakah sebuah kuesioner dinyatakan valid atau tidak. Sebuah kuesioner dianggap valid jika pertanyaan-pertanyaannya mampu mengungkapkan informasi yang sesuai dengan apa yang ingin diukur dalam penelitian.
	 Dalam uji validitas konstruk mencakup validitas konvergen dan validitas diskriminan:
1. Validitas konvergen mengacu pada prinsip bahwa ukuran konstruk (variabel manifes) harus memiliki nilai yang tinggi. Pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai loading factor dan memastikan nilainya melebihi ambang batas > 0,7 untuk penelitian yang bersifat confirmatory dan nilai loading factor 0,6 – 0,7 untuk penelitian yang bersifat exploratory, serta membandingkan Average Variance Extracted (AVE) dengan batas minimal > 0,5 (Ghozali & Latan, 2015).
2. validitas diskriminan diuji dengan membandingkan akar kuadrat AVE dengan korelasi antar konstruk laten, di mana akar kuadrat AVE harus lebih besar dari korelasi antar konstruk laten (Ghozali & Latan, 2015).
[bookmark: _Toc193816730][bookmark: _Toc207272223]3.7.1.2. Uji Reliabilitas
	Uji reliabilitas data merupakan proses yang dilakukan untuk mengevaluasi konsistensi suatu kuesioner yang berfungsi sebagai indikator pada sebuah variabel. Sebuah kuesioner dianggap reliabel atau andal jika jawaban yang diberikan oleh seseorang tetap konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas dapat diukur dengan menggunakan metode Cronbach's Alpha. Sebuah indikator dianggap reliabel atau andal jika composite reliability memiliki nilai diatas 0,7 serta Cronbach's Alpha yang diperoleh lebih dari 0,6 (Ghozali, 2016). 
[bookmark: _Toc193816731][bookmark: _Toc207272224]3.7.2.	Model Struktural (Inner Model)
[bookmark: _Toc193816439][bookmark: _Toc193816732][bookmark: _Toc198196839][bookmark: _Toc200619268][bookmark: _Toc202297216][bookmark: _Toc202347499]	Beberapa komponen item yang digunakan dalam menilai model struktural (inner model) adalah nilai R-Square, F-square dan path analysis.
[bookmark: _Toc193816733][bookmark: _Toc207272225]3.7.2.1. R-Square
[bookmark: _Toc193816441][bookmark: _Toc193816734][bookmark: _Toc198196841][bookmark: _Toc200619270][bookmark: _Toc202297218][bookmark: _Toc202347501]	Nilai R-Square digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi yang disebabkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen, atau dengan kata lain, berapa persen pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kategorisasi nilai R-Square adalah sebagai berikut: 0,25 menunjukkan pengaruh lemah, 0,50 menunjukkan pengaruh sedang (moderate), dan 0,75 menunjukkan pengaruh kuat (Ghozali & Latan, 2015).
[bookmark: _Toc193816735][bookmark: _Toc207272226]3.7.2.2. F-Square
[bookmark: _Toc193816443][bookmark: _Toc193816736][bookmark: _Toc198196843][bookmark: _Toc200619272][bookmark: _Toc202297220][bookmark: _Toc202347503]	Nilai F-Square digunakan untuk menganalisis besarnya pengaruh antar variabel independen pada variabel dependen dengan effect size. Kategori nilai F-Square jika 0,02 (lemah), 0,15 (sedang/moderate) dan 0,35 (kuat) (Ghozali & Latan, 2015).
[bookmark: _Toc193816737][bookmark: _Toc207272227]3.7.2.3. Path Analysis
[bookmark: _Toc193816445][bookmark: _Toc193816738][bookmark: _Toc198196845][bookmark: _Toc200619274][bookmark: _Toc202297222][bookmark: _Toc202347505]	Path analysis atau estimasi koefisien jalur adalah nilai estimasi model struktural untuk hubungan jalur harus signifikan. Metode bootstrapping digunakan untuk mendapatkan nilai signifikansi tersebut.
[bookmark: _Toc193816739][bookmark: _Toc207272228]3.7.3. Uji Hipotesis
	Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan metode SEM-PLS yang dilakukan dengan bootstrapping dengan alat analisis Smart-PLS version 4.0 Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui sejauh mana setiap variabel independen berpengaruh dalam menjelaskan variabel dependen. Selain itu, pengujian ini juga digunakan untuk menentukan apakah suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak.
	Menurut Ghozali dan Latan (2015), Untuk melaksanakan analisis pengaruh langsung (direct effect), yang bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh langsung suatu variabel independen terhadap variabel dependen, dapat digunakan Path Coefficients. Path Coefficients ini berfungsi sebagai ukuran yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel-variabel tersebut. Berikut penentuan tingkat signifikansi p-value dan kriteria penerimaan/penolakan hipotesis dalam penelitian ini:
1. Jika nilai p-value < 0,10 maka signifikan.
2. Jika nilai p-value > 0,10 maka tidak signifikan.
3. Arah pengaruh setiap konstruk dapat diketahui dengan melihat nilai koefisien pada setiap jalur (path).
	Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi sebesar 10% (α = 0,10). Pemilihan tingkat signifikansi tersebut didasarkan pada pertimbangan ukuran sampel yang relatif kecil dibandingkan dengan jumlah populasi yang besar, yaitu lebih dari 30.000, sedangkan sampel yang diambil hanya sebanyak 100 responden. Dengan proporsi sampel yang kecil, penggunaan tingkat signifikansi yang lebih ketat seperti 5% dikhawatirkan dapat menyebabkan hasil uji hipotesis menjadi tidak representatif atau seluruh hasil uji menjadi tidak signifikan. Oleh karena itu, toleransi kesalahan pada uji hipotesis dalam penelitian ini masih dapat diterima hingga 10% agar hasil yang diperoleh tetap seimbang dan relevan dengan kondisi populasi yang ada. Bahkan menurut Sugiyono (2013) apabila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin memperoleh semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, dan dalam penelitian sosial tingkat signifikansi yang boleh diambil adalah 1%, 5%, 10%, hingga 20%.



[bookmark: _Toc207272229]BAB IV
[bookmark: _Toc198196852][bookmark: _Toc200619281][bookmark: _Toc202297229][bookmark: _Toc202347508][bookmark: _Toc202878611][bookmark: _Toc207272230]HASIL DAN PEMBAHASAN
[bookmark: _Toc207272231]4.1.	Hasil Pilot Test 
[bookmark: _Toc207272232]4.1.1.	Uji Validitas Pilot Test
[bookmark: _Toc202347511][bookmark: _Toc202878614][bookmark: _Toc207272233]	Pengujian validitas pilot test dalam penelitian ini dilakukan dengan menguji data kuesioner yang telah diisi dari 30 responden dengan bantuan Smart-PLS 4. Uji validitas terdiri dari dua tahap, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen diuji dengan melihat nilai loading factor dan Average Variance Extracted (AVE), Pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai loading factor dan memastikan nilainya melebihi ambang batas > 0,7 untuk penelitian yang bersifat confirmatory dan nilai loading factor 0,6 – 0,7 untuk penelitian yang bersifat exploratory, serta membandingkan Average Variance Extracted (AVE) dengan batas minimal > 0,5 (Ghozali & Latan, 2015). Sedangkan validitas diskriminan diuji berdasarkan nilai cross loading serta akar kuadrat AVE atau menggunakan Fornell-Larcker Criterion.
[bookmark: _Toc202879369]Tabel 4. 1 Rekapitulasi Uji Validitas Konvergen Pilot Test
	Variabel
	Indikator
	Outer Loading
	AVE
	Keterangan

	Tarif Pajak
	X1.1
	0,744
	0,611
	Valid

	
	X1.2
	0,712
	
	Valid

	
	X1.3
	0,855
	
	Valid

	
	X1.4
	0,806
	
	Valid

	Sanksi Pajak
	X2.1
	0,867
	0,661
	Valid

	
	X2.2
	0,906
	
	Valid

	
	X2.3
	0,715
	
	Valid

	
	X2.4
	0,746
	
	Valid

	Pemeriksaan Pajak
	X3.1
	0,803
	0,612
	Valid

	
	X3.2
	0,795
	
	Valid

	
	X3.3
	0,820
	
	Valid

	
	X3.4
	0,789
	
	Valid

	
	X3.5
	0,700
	
	Valid


[bookmark: _Toc202878615][bookmark: _Toc202347512][bookmark: _Toc207272234]Disambung ke halaman selanjutnya

[bookmark: _Toc202878616][bookmark: _Toc207272235]Tabel 4.1 Lanjutan
	Variabel
	Indikator
	Outer Loading
	AVE
	Keterangan

	Kualitas Pelayanan Fiskus
	X4.1
	0,856
	0,842
	Valid

	
	X4.2
	0,934
	
	Valid

	
	X4.3
	0,873
	
	Valid

	
	X4.4
	0,969
	
	Valid

	
	X4.5
	0,951
	
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Y1.1
	0,843
	0,761
	Valid

	
	Y1.2
	0,899
	
	Valid

	
	Y1.3
	0,896
	
	Valid

	
	Y1.4
	0,850
	
	Valid


[bookmark: _Toc202878617][bookmark: _Toc207272236]Sumber: Data Olahan Smart-PLS 4, 2025
	Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai outer loading lebih besar dari 0,7 dan nilai Average Variance Extracted (AVE) menunjukkan lebih dari 0,5. Sehingga dapat dikatakan nilai outer loading dan nilai AVE setiap indikator valid.
[bookmark: _Toc202879370]Tabel 4. 2 Rekapitulasi Uji Validitas Diskriminan Pilot Test
	Indikator
	Tarif Pajak (X1)
	Sanksi Pajak (X2)
	Pemeriksaan Pajak (X3)
	Kualitas Pelayanan Fiskus (X4)
	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

	X1.1
	0,744
	0,510
	0,614
	0,285
	0,253

	X1.2
	0,712
	0,416
	0,343
	-0,004
	0,293

	X1.3
	0,855
	0,720
	0,554
	0,446
	0,494

	X1.4
	0,806
	0,650
	0,787
	0,480
	0,250

	X2.1
	0,676
	0,867
	0,643
	0,424
	0,470

	X2.2
	0,630
	0,906
	0,640
	0,443
	0,538

	X2.3
	0,607
	0,715
	0,370
	0,258
	0,367

	X2.4
	0,543
	0,746
	0,431
	0,707
	0,377

	X3.1
	0,804
	0,690
	0,803
	0,427
	0,428

	X3.2
	0,588
	0,579
	0,795
	0,464
	0,341

	X3.3
	0,462
	0,429
	0,820
	0,404
	0,387

	X3.4
	0,418
	0,459
	0,789
	0,521
	0,239

	X3.5
	0,311
	0,222
	0,700
	0,228
	0,139

	X4.1
	0,451
	0,486
	0,505
	0,856
	0,239

	X4.2
	0,387
	0,471
	0,498
	0,934
	0,256

	X4.3
	0,323
	0,512
	0,400
	0,873
	0,193

	X4.4
	0,387
	0,540
	0,533
	0,969
	0,409

	X4.5
	0,329
	0,537
	0,504
	0,951
	0,386

	Y.1
	0,492
	0,525
	0,490
	0,406
	0,843

	Y.2
	0,393
	0,437
	0,324
	0,163
	0,899

	Y.3
	0,343
	0,481
	0,267
	0,377
	0,896

	Y.4
	0,309
	0,449
	0,398
	0,228
	0,850


Sumber: Data Olahan Smart-PLS 4, 2025
Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa setiap indikator dalam variabel tersebut memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan cross loading pada variabel laten lainnya. Oleh karena itu, setiap indikator dianggap valid berdasarkan hasil cross loading.
[bookmark: _Toc202879371]Tabel 4. 3 Hasil Fornell-Lorcker Criterion
	Variabel
	Y
	X4
	X3
	X2
	X1

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0,873
	0,346
	
	0,547
	

	Kualitas Pelayanan Fiskus (X4)
	
	0,918
	
	
	

	Pemeriksaan Pajak (X3)
	0,432
	0,536
	0,783
	0,656
	

	Sanksi Pajak (X2)
	
	0,555
	
	0,813
	

	Tarif Pajak (X1)
	0,447
	0,403
	0,711
	0,753
	0,781


Sumber: Data Olahan SmartPLS 4, 2025
Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai akar AVE dari setiap variabel harus lebih besar daripada nilai akar AVE korelasinya dengan variabel lain agar memenuhi discriminant validity. Berdasarkan tahapan uji validitas yang telah dilakukan, semua indikator terbukti valid dan memenuhi kriteria. Dengan demikian, kuesioner yang telah disusun dapat dianggap baik dan layak untuk digunakan dalam penelitian yang sebenarnya.
[bookmark: _Toc207272237]4.1.2.	Uji Reliabilitas Pilot Test
Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan untuk memastikan apakah instrumen tersebut dapat mengukur secara andal atau konsisten. Suatu instrumen dinyatakan reliabel jika menghasilkan hasil yang stabil. Dalam uji reliabilitas ini, peneliti menggunakan 30 sampel. Nilai composite reliability digunakan untuk menilai reliabilitas konstruk dengan indikator refleksif dalam PLS-SEM, yang dianalisis menggunakan program SmartPLS 4.


[bookmark: _Toc202879372]Tabel 4. 4 Rekapitulasi Uji Reliabilitas Pilot Test
	
	Composite Reliability
	Cronbach Alpha

	Tarif Pajak (X1)
	0,862
	0,795

	Sanksi Pajak (X2)
	0,885
	0,826

	Pemeriksaan Pajak (X3)
	0,887
	0,851

	Kualitas Pelayanan Fiskus (X4)
	0,964
	0,954

	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)
	0,927
	0,896


Sumber: Data Olahan SmarPLS 4 (2025)

Berdasarkan tabel 4.4, nilai composite reliability untuk semua struktur lebih dari 0,70, yang menunjukkan bahwa responden memberikan jawaban secara konsisten. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh komponen memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Selain itu, nilai Cronbach's alpha untuk semua komponen melebihi 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel sangat reliabel.
[bookmark: _Toc207272238]4.2.	Gambaran Umum Objek Penelitian
	Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner fisik yang dibagikan langsung kepada responden. Responden penelitian adalah Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Kuesioner telah disebarkan oleh peneliti mulai tanggal 28 April 2025 hingga tanggal 24 Mei 2025, kuesioner disebarkan secara langsung ke tempat UMKM tersebut berada dan juga disebarkan kepada wajib pajak UMKM yang sedang membayar pajaknya di KPP Pratama Samarinda Ilir. 





Dari 123 kuesioner yang telah disebarkan terdapat 100 kuesioner yang telah memenuhi syarat berdasarkan proses pendataan seleksi, dan sebanyak 23 kuesioner dianggap tidak memenuhi syarat atau kriteria untuk digunakan sebagai sampel dikarenakan yang mengisi kuesioner bukan pemilik sehingga dianggap tidak berkewajiban untuk patuh terhadap kepatuhan pajak UMKM tersebut.
[bookmark: _Toc202879373]Tabel 4. 5 Hasil Pengumpulan Data
	Keterangan
	Jumlah

	Kuesioner disebar
	123

	Kuesioner terisi
	123

	Kuesioner tidak dapat diolah
	23

	Kuesioner dapat diolah
	100


Sumber: Data Olahan, 2025
[bookmark: _Toc207272239]4.2.1.	Jenis Kelamin Responden
 	Berdasarkan 100 Responden wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir yang telah mengisi kuesioner, jumlah dan jenis kelamin responden yang diperoleh adalah sebagai berikut:
[bookmark: _Toc202879374]Tabel 4. 6 Jenis Kelamin Responden
	Jenis Kelamin
	Jumlah
	Persentase (%)

	Laki-laki
	56
	56%

	Perempuan
	44
	44%

	Total
	100
	100%


Sumber: Data Olahan, 2025
Dari tabel 4.6 diatas, menunjukkan bahwa jumlah responden berjenis kelamin laki-laki adalah 56 responden dengan persentase 56% dan jumlah responden berjenis kelamin perempuan adalah 44 responden dengan persentase 44%.



[bookmark: _Toc207272240]4.2.2.	Usia Responden
Berdasarkan 100 responden wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir yang telah mengisi kuesioner, adapun pembagian jumlah usia responden yang diperoleh adalah sebagai berikut:
[bookmark: _Toc202879375]Tabel 4. 7 Usia Responden
	Usia Responden
	Jumlah
	Persentase (%)

	20-30
	22
	22%

	31-40
	28
	28%

	41-50
	30
	30%

	51-60
	19
	19%

	Total
	100
	100%


Sumber: Data Olahan, 2025
	Dari tabel 4.7 diatas, menunjukkan sebanyak 22 responden berusia 20-30 tahun dengan persentase 22%, 28 responden berusia 31-40 tahun dengan persentase 28%, 30 responden berusia 41-50 tahun dengan persentase 30%, dan 19 responden berusia 51-60 tahun dengan persentase 19%.
[bookmark: _Toc207272241]4.2.3.	Pendidikan Terakhir Responden
	Berdasarkan 100 responden wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir yang telah mengisi kuesioner, adapun pembagian jumlah pendidikan terakhir responden yang diperoleh adalah sebagai berikut:
[bookmark: _Toc202879376]Tabel 4. 8 Pendidikan Terakhir Responden
	Pendidikan Terakhir
	Jumlah
	Persentase (%)

	SMA/Sederajat
	33
	33%

	Diploma
	3
	3%

	Sarjana
	64
	64%

	Total
	100
	100%


Sumber: Data Olahan, 2025
	Dari tabel 4.8 diatas, menunjukkan sebanyak 33 responden dengan persentase 33% pendidikan terakhirnya adalah SMA/Sederajat, 3 responden dengan persentase 3% pendidikan terakhirnya adalah Diploma, 64 responden dengan persentase 64% pendidikan terakhirnya adalah Sarjana.
[bookmark: _Toc207272242]4.2.4.	Jabatan Responden
	Berdasarkan 100 responden wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir yang telah mengisi kuesiner, adapun pembagian kriteria jabatan responden yang diperoleh adalah sebagai berikut:
[bookmark: _Toc202879377]Tabel 4. 9 Jabatan Responden
	Jabatan
	Jumlah
	Persentase (%)

	Pemilik
	100
	100%

	Karyawan
	0
	0%

	Total
	100
	100%


Sumber: Data Olahan, 2025
	Dari tabel 4.9 diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 100 responden dengan persentase 100% sebagai pemilik UMKM.
[bookmark: _Toc207272243]4.2.5.	Bidang Usaha 
	Berdasarkan 100 responden wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir yang telah mengisi kuesiner, adapun pembagian kriteria bidang usaha dari responden yang diperoleh adalah sebagai berikut:
[bookmark: _Toc202879378]Tabel 4. 10 Bidang Usaha
	Bidang Usaha
	Jumlah
	Persentase

	Makanan dan Minuman
	54
	54%

	Tekstil
	3
	3%

	Jasa
	10
	10%

	Furniture
	3
	3%

	Kesehatan
	4
	4%

	Pendidikan
	1
	1%

	Retail
	7
	7%

	Lainnya
	18
	18%

	Total
	100
	100%


Sumber: Data Olahan, 2025
	Dari tabel 4.10 menunjukkan bahwa sebanyak 54 responden atau 54% responden bergerak di bidang usaha makanan dan minuman, 3 responden atau 3% responden bergerak di bidang usaha tekstil, 10 responden atau 10% responden bergerak di bidang usaha jasa, 3 responden atau 3% responden bergerak di bidang usaha furniture, 4 responden atau 4% responden bergerak di bidang kesehatan, 1 responden atau 1% responden bergerak di bidang pendidikan, 7 responden atau 7% responden bergerak di bidang usaha retail, dan 18 responden atau 18% responden bergerak di bidang lainnya seperti menjual peralatan dan suku cadang mobil dan peralatan rumah tangga.
[bookmark: _Toc207272244]4.2.6.	Omzet Responden Selama Satu Tahun
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 yang diperbarui dengan PP No. 55 Tahun 2022, khususnya pasal 56 ayat 1 bahwa UMKM dengan omzet bruto di bawah Rp4,8 miliar setahun dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto, dan pasal 60 ayat 2 bahwa UMKM dengan omzet bruto di bawah Rp500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan dan hanya wajib lapor SPT Tahunan. Berdasarkan 100 responden wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir yang telah mengisi kuesiner, adapun jumlah omzet dalam setahun dari responden yang diperoleh adalah sebagai berikut:
[bookmark: _Toc202879379]Tabel 4. 11 Omzet Selama Satu Tahun
	Omzet Pertahun
	Jumlah
	Persentase (%)

	Rp0-Rp300 Juta
	0
	0%

	Rp300 Juta-Rp2,5 Milyar
	95
	95%

	Rp2,5 Milyar-Rp50 Milyar
	5
	5%

	Total
	100
	100%


Sumber: Data Olahan, 2025
	Dari tabel 4.11 diatas, menunjukkan bahwa tidak ada responden yang memiliki omzet sekitar Rp0-Rp300 Juta, sebanyak 95 responden atau 95% responden memiliki omzet sekitar Rp300 Juta-Rp2,5 Milyar, sebanyak 5 responden atau 5% responden memiliki omzet sekitar Rp2,5 Milyar-Rp50 Milyar.
[bookmark: _Toc207272245]4.2.7.	Deskripsi Sebaran Responden
Berdasarkan data yang diperoleh dari 100 responden wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir yang telah mengisi kuesioner, berikut adalah sebaran Kecamatan berdasarkan alamat dari responden yang telah mengisi kuesioner.
[bookmark: _Toc202879380]Tabel 4. 12 Deskripsi Sebaran Responden
	Kecamatan
	Jumlah
	Persentase

	Samarinda Ilir
	25
	25%

	Samarinda Kota
	23
	23%

	Samarinda Utara
	15
	15%

	Sungai Pinang
	20
	20%

	Sambutan
	17
	17%

	Total
	100
	100%


Sumber: Data Olahan, 2025
	Dari tabel 4.12 diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 25 responden atau 25% responden berada di wilayah kecamatan Samarinda Ilir, 23 responden atau 23% berada di wilayah Kecamatan Samarinda Kota, 15 responden atau 15% responden berada di wilayah Kecamatan Samarinda Utara, 20 responden atau 20% responden berada di wilayah Kecamatan Sungai Pinang, dan 17 responden atau 17% responden berada di wilayah Kecamatan Sambutan.
[bookmark: _Toc207272246]4.3.	Hasil Analisis Statistik Deskriptif
	Analisis deskriptif bertujuan untuk memahami bagaimana responden menjawab setiap pertanyaan dalam kuesioner untuk masing-masing indikator. Proses analisis ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mengelompokkan jawaban responden berdasarkan skala 1-5 yang digunakan dalam survei.
[bookmark: _Toc207272247]4.3.1.	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Kepatuhan wajib pajak berarti kesediaan wajib pajak untuk memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki 4 indikator yang dituangkan dalam 4 butir pernyataan. Hasil analisis statistik deskriptif kepatuhan wajib pajak disajikan dalam bentuk tabel berikut ini yang berisi jawaban responden dan nilai rata-rata (mean).
[bookmark: _Toc202879381]Tabel 4. 13 Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
	Indikator
	Jawaban Responden
	Mean

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	Y1.1
	0
	2
	8
	40
	50
	4,38

	Y2.1
	0
	0
	8
	34
	58
	4,50

	Y3.1
	0
	0
	6
	36
	58
	4,52

	Y4.1
	0
	2
	6
	36
	56
	4,46


Sumber: Data Olahan, 2025
	Berdasarkan tabel 4.13 diatas, menunjukkan bahwa hasil analisis statistik deskriptif dari butir pernyataan pertama (Y1.1) tentang wajib pajak UMKM telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak UMKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh NPWP mendapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,38. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban setuju dengan pernyataan dan mayoritas wajib pajak UMKM memang sudah mendaftarkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Hasil analisis statistik deskriptif untuk pernyataan kedua (Y2.1) tentang wajib pajak UMKM mampu menghitung jumlah pajaknya dengan jujur dan benar mendapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,50. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban sangat setuju dengan pernyataan wajib pajak UMKM mampu menghitung jumlah pajaknya dengan jujur dan benar.
	Hasil analisis statistik deskriptif untuk pernyataan ketiga (Y3.1) tentang wajib pajak UMKM tertib membayar pajak sesuai jumlah yang seharusnya dibayarkan mendapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,52. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban sangat setuju dengan pernyataan wajib pajak UMKM tertib membayar pajak sesuai jumlah yang seharusnya dibayarkan.
	Hasil analisis statistik deskriptif untuk pernyataan keempat (Y4.1) tentang wajib pajak UMKM tidak pernah terlambat dalam hal menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan mendapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,46. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban setuju dengan pernyataan bahwa wajib pajak UMKM tidak pernah terlambat dalam hal menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan
[bookmark: _Toc207272248]4.3.2.	Analisis Deskriptif Tarif Pajak (X1)
Tarif pajak merupakan suatu ketentuan atau persentase berdasarkan undang-undang yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung dan menetapkan besaran pajak yang harus dibayar, dan disetor wajib pajak UMKM agar wajib pajak mematuhi kewajiban pajaknya. Variabel tarif pajak memiliki 4 indikator yang dituangkan dalam 4 butir pernyataan. Hasil analisis statistik deskriptif tarif pajak disajikan dalam bentuk tabel berikut ini yang berisi jawaban responden dan nilai rata-rata (mean).
[bookmark: _Toc202879382]Tabel 4. 14 Deskriptif Variabel Tarif Pajak
	Indikator
	Jawaban Responden
	Mean

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X1.1
	0
	0
	1
	53
	46
	4,45

	X1.2
	0
	1
	6
	35
	58
	4,50

	X1.3
	0
	2
	6
	33
	59
	4,49

	X1.4
	0
	0
	1
	52
	47
	4,46


Sumber: Data Olahan, 2025
	Berdasarkan tabel 4.14, hasil analisis statistik deskriptif dari butir pernyataan pertama (X1.1) tentang wajib pajak UMKM taat terhadap undang-undang perpajakan terkait tarif pajak UMKM yang berlaku saat ini mendapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,45. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban setuju dengan pernyataan bahwa mayoritas wajib pajak UMKM taat terhadap undang-undang perpajakan terkait tarif pajak UMKM yang berlaku.
	Hasil analisis statistik deskriptif dari butir pernyataan kedua (X1.2) tentang wajib pajak UMKM memahami dengan baik prosedur mengenai pemungutan pajak UMKM mendapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,50. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban sangat setuju dengan pernyataan bahwa wajib pajak UMKM sudah memahami dengan baik prosedur mengenai pemungutan pajak UMKM.
	Hasil analisis statistik deskriptif ketiga (X1.3) tentang adanya tarif pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan mendorong wajib pajak UMKM untuk lebih tertib dalam hal menjalankan kewajiban pajaknya mendapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,49. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban sangat setuju dengan pernyataan bahwa adanya tarif pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan mendorong wajib pajak UMKM untuk lebih tertib dalam hal menjalankan kewajiban pajaknya.
	Hasil analisis statistik deskriptif keempat (X1.4) tentang wajib pajak UMKM menilai tarif pajak sebesar 0,5% tidak memberatkan wajib pajak UMKM sebagai wajib pajak mendapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,46. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban setuju dengan pernyataan bahwa wajib pajak UMKM menilai tarif pajak sebesar 0,5% tidak memberatkan wajib pajak UMKM sebagai wajib pajak.
[bookmark: _Toc207272249]4.3.3.	Analisis Deskriptif Sanksi Pajak (X2)
Sanksi pajak merupakan konsekuensi atau hukuman yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak UMKM bagi yang melanggar kewajiban perpajakan. Variabel sanksi pajak memiliki 4 indikator yang dituangkan dalam 4 butir pernyataan. Hasil analisis statistik deskriptif tarif pajak tersebut disajikan dalam tabel berikut ini yang berisi jawaban responden dan nilai rata-rata (mean).
[bookmark: _Toc202879383]Tabel 4. 15 Deskriptif Variabel Sanksi Pajak
	Indikator
	Jawaban Responden
	Mean

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X2.1
	0
	0
	1
	41
	58
	4,57

	X2.2
	0
	0
	2
	48
	50
	4,48

	X2.3
	0
	2
	4
	37
	57
	4,49

	X2.4
	0
	0
	2
	50
	48
	4,46


Sumber: Data Olahan, 2025
	Berdasarkan tabel 4.15 diatas, hasil analisis statistik deskriptif dari butir pernyataan pertama (X2.1) tentang wajib pajak UMKM mendukung adanya sanksi bagi wajib pajak yang terlambat dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya mendapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,57. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban sangat setuju dengan pernyataan wajib pajak UMKM mendukung adanya sanksi bagi wajib pajak yang terlambat dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya.
	Hasil analisis statistik deskriptif dari butir pernyataan kedua (X2.2) tentang wajib pajak UMKM yang melakukan tindakan melanggar ketentuan perpajakan akan dikenakan sanksi administrasi atau pidana mendapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,48. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban sangat setuju dengan pernyataan wajib pajak UMKM yang melakukan tindakan melanggar ketentuan perpajakan akan dikenakan sanksi administrasi atau pidana.
	Hasil analisis statistik deskriptif dari butir pernyataan ketiga (X2.3) tentang sanksi pajak digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan dan mendorong wajib pajak UMKM untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya mendapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,49. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban sangat setuju dengan pernyataan sanksi pajak digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan dan mendorong wajib pajak UMKM untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya.
	Hasil analisis statistik deskriptif dari butir pernyataan keempat (X2.4) tentang tidak ada toleransi bagi wajib pajak UMKM yang melanggar ketentuan perpajakan mendapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,46. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban setuju dengan pernyataan tidak ada toleransi bagi wajib pajak UMKM yang melanggar ketentuan perpajakan.
[bookmark: _Toc207272250]4.3.4.	Analisis Deskriptif Pemeriksaan Pajak (X3)
Pemeriksaan pajak merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk mengumpulkan dan mengolah data atau bukti yang diperoleh agar menguji wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Variabel pemeriksaan pajak memiliki 5 indikator yang dituangkan dalam 5 butir pernyataan. Hasil analisis statistik deskriptif pemeriksaan pajak disajikan dalam tabel berikut ini yang berisi jawaban responden dan nilai rata-rata (mean).
[bookmark: _Toc202879384]Tabel 4. 16 Deskriptif Variabel Pemeriksaan Pajak
	Indikator
	Jawaban Responden
	Mean

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X3.1
	0
	0
	2
	51
	47
	4,45

	X3.2
	0
	1
	9
	48
	42
	4,31

	X3.3
	0
	2
	6
	35
	57
	4,47

	X3.4
	0
	1
	3
	43
	53
	4,48

	X3.5
	0
	2
	5
	35
	58
	4,49


Sumber: Data Olahan, 2025
Berdasarkan tabel 4.16 diatas, hasil analisis statistik deskriptif dari butir pernyataan pertama (X3.1) tentang proses pemeriksaan pajak secara tegas dan adil membuat wajib pajak UMKM lebih sadar akan kewajiban mereka dan dapat meningkatkan kepatuhan pajak mendapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,45. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban setuju dengan pernyataan proses pemeriksaan pajak secara tegas dan adil membuat wajib pajak UMKM lebih sadar akan kewajiban mereka dan dapat meningkatkan kepatuhan pajak.
	Hasil analisis statistik deskriptif dari butir pernyataan kedua (X3.2) tentang kehadiran pemeriksaan pajak akan mendorong dan memotivasi wajib pajak UMKM untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu mendapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,31. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban setuju dengan pernyataan kehadiran pemeriksaan pajak akan mendorong dan memotivasi wajib pajak UMKM untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu.
	Hasil analisis statistik deskriptif dari butir pernyataan ketiga (X3.3) tentang pemeriksaan pajak mendorong wajib pajak UMKM untuk menghindari pelanggaran atau penggelapan pajak karena ada potensi untuk diperiksa dan diselidiki oleh otoritas pajak mendapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,47. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban sangat setuju dengan pernyataan pemeriksaan pajak mendorong wajib pajak UMKM untuk menghindari pelanggaran atau penggelapan pajak karena ada potensi untuk diperiksa dan diselidiki oleh otoritas pajak.
	Hasil analisis statistik deskriptif dari butir pernyataan keempat (X3.4) tentang pemeriksaan pajak membantu mengidentifikasi pembayaran pajak yang lebih bayar/kurang bayar sehingga memberikan kesempatan untuk koreksi atau pengembalian mendapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,48. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban sangat setuju dengan pernyataan pemeriksaan pajak membantu mengidentifikasi pembayaran pajak yang lebih bayar/kurang bayar sehingga memberikan kesempatan untuk koreksi atau pengembalian.
	Hasil analisis statistik deskriptif dari butir pernyataan kelima (X3.5) tentang proses pemeriksaan pajak yang ketat akan menciptakan kesadaran pentingnya membayar pajak dengan benar dan jujur mendapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,49. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban sangat setuju dengan pernyataan proses pemeriksaan pajak yang ketat akan menciptakan kesadaran pentingnya membayar pajak dengan benar dan jujur.
[bookmark: _Toc207272251]4.3.5.	Analisis Deskriptif Kualitas Pelayanan Fiskus (X4)
Kualitas pelayanan fiskus merupakan upaya yang dilaksanakan oleh petugas pajak dan lembaga fiskus untuk menyediakan bantuan serta solusi atas berbagai kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh wajib pajak UMKM. Variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki 5 indikator yang dituangkan dalam 5 butir pernyataan. Hasil analisis statistik deskriptif kualitas pelayanan fiskus disajikan dalam tabel berikut ini yang berisi jawaban responden dan nilai rata-rata (mean).
[bookmark: _Toc202879385]Tabel 4. 17 Deskriptif Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus
	Indikator
	Jawaban Responden
	Mean

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X4.1
	0
	0
	8
	39
	53
	4,45

	X4.2
	0
	0
	9
	34
	57
	4,48

	X4.3
	0
	2
	5
	41
	52
	4,43

	X4.4
	0
	0
	5
	40
	55
	4,50

	X4.5
	0
	2
	2
	47
	49
	4,43


Sumber: Data Olahan, 2025
Berdasarkan tabel 4.17 hasil analisis statistik deskriptif dari butir pernyataan pertama (X4.1) tentang informasi yang diberikan oleh petugas fiskus selalu akurat dan dapat dipercaya mendapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,45. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban sangat setuju dengan pernyataan informasi yang diberikan oleh petugas fiskus selalu akurat dan dapat dipercaya.
	Hasil analisis statistik deskriptif dari butir pernyataan kedua (X4.2) tentang petugas fiskus memberikan rasa aman dan nyaman dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak mendapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,48. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban sangat setuju dengan pernyataan petugas fiskus memberikan rasa aman dan nyaman dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak.
	Hasil analisis statistik deskriptif dari butir pernyataan ketiga (X4.3) tentang petugas fiskus merespons kebutuhan wajib pajak UMKM dengan cepat dan efisien mendapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,43. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban sangat setuju dengan pernyataan petugas fiskus merespons kebutuhan wajib pajak UMKM dengan cepat dan efisien.
	Hasil analisis statistik deskriptif dari butir pernyataan keempat (X4.4) tentang petugas fiskus menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan dan situasi wajib pajak sebagai wajib pajak UMKM mendapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,50. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban sangat setuju dengan pernyataan petugas fiskus menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan dan situasi wajib pajak sebagai wajib pajak UMKM.
	Hasil analisis statistik deskriptif dari butir pernyataan kelima (X4.5) tentang fasilitas yang disediakan di kantor pajak sudah memadai dan mendukung layanan yang diberikan mendapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,43. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian responden memberikan jawaban sangat setuju dengan pernyataan fasilitas yang disediakan di kantor pajak sudah memadai dan mendukung layanan yang diberikan.
[bookmark: _Toc207272252]4.4.	Hasil Analisis Data
[bookmark: _Toc207272253]4.4.1.	Model Pengukuran (Outer Model)
	Dalam analisis data menggunakan SmartPLS-4, terdapat tiga kriteria yang digunakan untuk menilai outer model, yaitu: validitas konvergen, validitas diskriminan, dan Composite Reliability.
[bookmark: _Toc207272254]4.4.1.1. Validitas Konvergen
Validitas konvergen mengacu pada prinsip bahwa ukuran konstruk (variabel manifes) harus memiliki nilai yang tinggi. Pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai loading factor dan memastikan nilainya melebihi ambang batas > 0,7 untuk penelitian yang bersifat confirmatory dan nilai loading factor 0,6 – 0,7 untuk penelitian yang bersifat exploratory, serta membandingkan Average Variance Extracted (AVE) dengan batas minimal > 0,5 (Ghozali & Latan, 2015). Sedangkan menurut Asmaul et al (2023) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading factor 0.50 sampai 0.60 dianggap cukup. Berikut ini adalah hasil outer loading untuk setiap indikator pada variabel independen dan dependen, yang diperoleh dari pengolahan data dengan SmartPLS.
[bookmark: _Toc202879386]Tabel 4. 18 Hasil Outer Loading
	Variabel
	Instrumen
	Outer Loading
	Keterangan

	Tarif Pajak
	X1.1
	0,780
	Valid

	
	X1.2
	0,912
	Valid

	
	X1.3
	0,890
	Valid

	
	X1.4
	0,790
	Valid

	Sanksi Pajak
	X2.1
	0,809
	Valid

	
	X2.2
	0,792
	Valid

	
	X2.3
	0,873
	Valid

	
	X2.4
	0,779
	Valid

	Pemeriksaan Pajak
	X3.1
	0,682
	Valid

	
	X3.2
	0,709
	Valid

	
	X3.3
	0,935
	Valid

	
	X3.4
	0,785
	Valid

	
	X3.5
	0,939
	Valid

	Kualitas Pelayanan Fiskus
	X4.1
	0,728
	Valid

	
	X4.2
	0,909
	Valid

	
	X4.3
	0,864
	Valid

	
	X4.4
	0,805
	Valid

	
	X4.5
	0,797
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Y1.1
	0,807
	Valid

	
	Y1.2
	0.846
	Valid

	
	Y1.3
	0,851
	Valid

	
	Y1.4
	0,859
	Valid


Sumber: Data Olahan SmartPLS 4, 2025
	Berdasarkan hasil outer loading di atas semua indikator memiliki nilai lebih besar dari 0,6 yang artinya konstruk dapat diterima. Langkah berikutnya dalam mengevaluasi validitas konvergen, selain melihat outer loading, adalah memeriksa nilai Average Variance Extracted (AVE). Nilai AVE dianggap valid jika lebih dari 0,5.
[bookmark: _Toc202879387]Tabel 4. 19 Hasil Analisis AVE
	Variabel
	Average Variance Extracted (AVE)
	Keterangan

	Tarif Pajak
	0,715
	Valid

	Sanksi Pajak
	0,662
	Valid

	Pemeriksaan Pajak
	0,668
	Valid

	Kualitas Pelayanan Fiskus
	0,671
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	0,707
	Valid


Sumber: Data Olahan SmartPLS 4, 2025
	Berdasarkan tabel 4.19 menunjukkan bahwa nilai AVE pada masing-masing konstruk lebih besar dari 0,5 yaitu tarif pajak sebesar 0,715, sanksi pajak sebesar 0,662, pemeriksaan pajak sebesar 0,668, kualitas pelayanan fiskus sebesar 0,671, dan kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,707. Hal ini menunjukkan bahwa valid dan memenuhi syarat untuk nilai AVE.
[bookmark: _Toc207272255]4.4.1.2. Validitas Diskriminan
Validitas diskriminan diuji dengan membandingkan akar kuadrat AVE dengan korelasi antar konstruk laten, di mana akar kuadrat AVE harus lebih besar dari korelasi antar konstruk laten. Untuk nilai cross loading setiap variabel harus >0,7 untuk memastikan validitas diskriminan. (Ghozali & Latan, 2015).
[bookmark: _Toc202879388]Tabel 4. 20 Hasil Cross Loading
	Variabel
	X1
	X2
	X3
	X4
	Y

	X1.1
	0.780
	0,520
	0,536
	0,447
	0,546

	X1.2
	0.912
	0,824
	0,877
	0,589
	0,868

	X1.3
	0.890
	0,789
	0,905
	0,474
	0,831

	X1.4
	0.790
	0,521
	0,549
	0,443
	0,530

	X2.1
	0,580
	0,809
	0,569
	0,417
	0,485

	X2.2
	0,581
	0,792
	0,589
	0,359
	0,492

	X2.3
	0,875
	0,873
	0,907
	0,543
	0,837

	X2.4
	0,519
	0,779
	0,557
	0,574
	0,568

	X3.1
	0,596
	0,579
	0,682
	0,396
	0,481

	X3.2
	0,506
	0,553
	0,709
	0,349
	0,444

	X3.3
	0,908
	0,852
	0,935
	0,536
	0,845

	X3.4
	0,561
	0,503
	0,785
	0,471
	0,576

	X3.5
	0,900
	0,845
	0,939
	0,543
	0,852

	X4.1
	0,476
	0,467
	0,538
	0,728
	0,653

	X4.2
	0,579
	0,500
	0,528
	0,909
	0,854

	X4.3
	0,474
	0,491
	0,458
	0,846
	0,615

	X4.4
	0,418
	0,487
	0,392
	0,805
	0,586

	X4.5
	0,406
	0,493
	0,398
	0,797
	0,576

	Y1.1
	0,809
	0,779
	0,808
	0,465
	0,807

	Y1.2
	0,579
	0,462
	0,504
	0,845
	0,846

	Y1.3
	0,577
	0,493
	0,520
	0,898
	0,851

	Y1.4
	0,895
	0,844
	0,918
	0,539
	0,859


Sumber: Data Olahan SmartPLS 4, 2025
	Berdasarkan tabel 4.20 menunjukkan bahwa struktur laten dalam blok tersebut lebih unggul daripada blok yang lain. Dan nilai cross loading variabel >0,7. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah dalam analisis cross loading.
[bookmark: _Toc207272256]4.4.1.3. Uji Reliabilitas
Dalam PLS-SEM uji reliabilitas data merupakan proses yang dilakukan untuk mengevaluasi konsistensi suatu kuesioner yang berfungsi sebagai indikator pada sebuah variabel. Sebuah kuesioner dianggap reliabel atau andal jika jawaban yang diberikan oleh seseorang tetap konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas dapat diukur dengan menggunakan metode Cronbach's Alpha. Sebuah indikator dianggap reliabel atau andal jika composite reliability memiliki nilai diatas 0,7 serta Cronbach's Alpha yang diperoleh lebih dari 0,6 (Ghozali, 2016). 
[bookmark: _Toc202879389]Tabel 4. 21 Hasil Composite Reliability dan Cronbach Alpha
	Variabel
	Composite Reliability
	Cronbach Alpha
	Keterangan

	Tarif Pajak (X1)
	0,912
	0,873
	Reliabel

	Sanksi Pajak (X2)
	0,887
	0,834
	Reliabel

	Pemeriksaan Pajak (X3)
	0,934
	0,874
	Reliabel

	Kualitas Pelayanan Fiskus (X4)
	0,897
	0,877
	Reliabel

	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)
	0,864
	0,862
	Reliabel


Sumber: Data Olahan SmartPLS 4, 2025
	Berdasarkan tabel 4.21 di atas menunjukkan bahwa nilai composite reliability di atas 0,7 untuk semua konstruk. Ini menunjukkan bahwa responden secara konsisten atau stabil dalam menjawab pertanyaan, dan hasil cronbach Alpha untuk semua konstruk di atas 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa reliabilitas semua variabel baik.



[bookmark: _Toc207272257]4.4.2.	Model Struktural (Inner Model)
[bookmark: _Toc207272258]4.4.2.1. R-Square
Nilai R-Square digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi yang disebabkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen, atau dengan kata lain, berapa persen pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kategorisasi nilai R-Square adalah sebagai berikut: 0,25 menunjukkan pengaruh lemah, 0,50 menunjukkan pengaruh sedang (moderate), dan 0,75 menunjukkan pengaruh kuat (Ghozali & Latan, 2015).
[bookmark: _Toc202879390]Tabel 4. 22 Hasil R-Square
	Variabel
	R-Square
	R-Square Adjusted

	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	0,889
	0,884


Sumber: Data Olahan, 2025
	Berdasarkan tabel 4.22 di atas, menunjukkan bahwa nilai R-Square pada variabel kepatuhan wajib pajak UMKM adalah 0,889, sehingga dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 88,9% dan sisanya sebesar 11,1% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
[bookmark: _Toc207272259]4.4.2.2. F-Square
Nilai F-Square digunakan untuk menganalisis besarnya pengaruh antar variabel independen pada variabel dependen dengan effect size. Kategori nilai F-Square jika 0,02 (lemah), 0,15 (sedang/moderate) dan 0,35 (kuat) (Ghozali & Latan, 2015). Hasil SmartPLS F-square sebagai berikut:
[bookmark: _Toc202879391]Tabel 4. 23 Hasil F-Square
	Variabel
	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

	Tarif Pajak (X1)
	0,311

	Sanksi Pajak (X2)
	0,001

	Pemeriksaan Pajak (X3)
	0,062

	Kualitas Pelayanan Fiskus (X4)
	1,243


Sumber: Data Olahan SmartPLS 4, 2025
	Berdasarkan tabel 4.23 hasil nilai F-Square di atas, maka dapat diketahui pengaruh antar variabel adalah:
1. Tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki nilai f-square sebesar 0,311 atau pengaruhnya sedang (antara 0,15 sampai <0,35). Artinya hasil uji statistik menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh sedang terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki nilai f-square sebesar 0,001. Menurut Hair et al., (2017) effect size dengan nilai kurang dari 0,02 menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh. Artinya hasil uji statistik menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki nilai f-squre sebesar 0,062 atau pengaruhnya lemah (antara 0,02 sampai <0,15). Artinya hasil uji statistik menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh lemah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki nilai f-square sebesar 1,243 atau pengaruhnya kuat . Artinya hasil uji statistik menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh kuat terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
[bookmark: _Toc207272260]4.4.2.3. Path Analysis
Path analysis atau estimasi koefisien jalur adalah nilai estimasi model struktural untuk hubungan jalur harus signifikan. Metode bootstrapping digunakan untuk mendapatkan nilai signifikansi tersebut.
[image: C:\Users\ASPIRE\AppData\Local\Temp\image15628045340399975290.png]
[bookmark: _Toc198197644]Gambar 4. 1 Hasil Bootsrapping
[bookmark: _Toc207272261]4.4.3.	Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode SEM-PLS dengan teknik bootstrapping menggunakan software Smart-PLS versi 4.0. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, serta untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak.



[bookmark: _Toc202879392]Tabel 4. 24 Hasil Uji Hipotesis
	
	Original Sample (O)
	Sample Mean
(M)
	Standard Deviation (STDEV)
	t Statistik (|O/STDEV|)
	P value

	Tarif Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	0,417
	0,415
	0,065
	6,409
	0,000

	Sanksi Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	-0,019
	-0,019
	0,056
	0,336
	0,737

	Pemeriksaan Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	0,197
	0,195
	0,072
	2,755
	0,006

	Kualitas Pelayanan Fiskus → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	0,473
	0,477
	0,052
	9,048
	0,000


Sumber: Data Olahan SmartPLS 4, 2025
	Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilaksanakan, maka hasil yang diperoleh sebagai berikut:
1. Variabel tarif pajak memiliki nilai t statistik sebesar 6,409 yang berarti lebih besar dari 1,66. Kemudian nilai p-value sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,10 serta nilai koefisien sebesar 0,415 yang mengarah positif. Maka dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis pertama (H1) ditolak.
2. Variabel sanksi pajak memiliki nilai t statistik sebesar 0,336 yang berarti lebih kecil dari 1,66. Kemudian nilai p-value sebesar 0,737 yang berarti lebih besar dari 0,10 serta nilai koefisien sebesar -0,019 yang mengarah negatif. Maka dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak.
3. Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai t statistik sebesar 2,755 yang berarti lebih besar dari 1,66. Kemudian nilai p-value sebesar 0,006 yang berarti lebih kecil dari 0,10 serta nilai koefisien sebesar 0,197 yang mengarah positif. Maka dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima.
4. Variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki nilai t statistik sebesar 9,048 yang berarti lebih besar dari 1,66. Kemudian nilai p-value sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,10 serta nilai koefisien sebesar 0,473 yang mengarah positif. Maka dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis keempat (H4) diterima.
[bookmark: _Toc207272262]4.5.	Pembahasan
[bookmark: _Toc207272263]4.5.1.	Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini adalah tarif pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir tidak didukung oleh hasil penelitian ini. Karena nilai original sample sebesar 0,417 yang menunjukkan hasil positif, kemudian t statistik memiliki nilai sebesar 6,409 yang berarti lebih besar dari 1,66, dan nilai p-value sebesar 0,000 yang berarti signifikan karena lebih kecil dari 0,10.
Tarif pajak merupakan persentase yang dijadikan tolak ukur untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif pajak atau kebijakan tarif pajak yang adil justru mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini memberikan indikasi bahwa tarif pajak yang ditetapkan secara proporsional dan sesuai asas keadilan, wajib pajak UMKM lebih terdorong untuk patuh, meskipun tarif pajak meningkat. Rasa keadilan ini membangun kepercayaan bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk kepentingan bersama, sehingga meningkatkan motivasi untuk melaksanakan kewajiban. Dari gambaran umum objek penelitian, mayoritas responden adalah pelaku UMKM di Samarinda yang membutuhkan fasilitas umum, infrastruktur, serta dukungan pemerintah untuk menjalankan usaha. Ketika mereka melihat adanya kebijakan tarif pajak yang dianggap wajar dan adil, maka hal tersebut menumbuhkan kesadaran kolektif untuk patuh karena mereka percaya kontribusi pajak akan kembali dalam bentuk pelayanan dan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan tarif pajak yang adil menjadi faktor penting yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
Berdasarkan theory of planned behavior menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tarif pajak adalah normative belief, yaitu persepsi tentang harapan dari satu orang atau lebih yang menyetujui suatu tindakan dan memotivasi seseorang untuk memenuhi kewajibannya. Sehingga hal tersebut berkaitan dengan normative belief bahwa keyakinan individu tentang harapan normatif pada pemerintah sebagai yang membuat kebijakan terkait besarnya tarif pajak serta dorongan untuk memenuhi harapan tersebut. 
Dengan demikian hasil penelitian ini sejalan dengan theory of planned behavior, karena hasil menunjukkan bahwa peningkatan tarif tidak selalu menjadi faktor utama dalam menurunkan tingkat kepatuhan. Berdasarkan hasil kuesioner menunjukkan bahwa ketika tarif pajak ditetapkan secara adil dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak, tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan meningkat. Serta tarif pajak yang berlaku saat ini diterima dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Penelitian yang serupa juga dilaksanakan oleh Iriyanto et al., (2022), namun tidak memiliki hasil yang sejalan dalam penelitian ini, karena hasil yang ditunjukkan oleh Iriyanto et al., (2022) adalah tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Akan tetapi, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gita et al., (2019) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
[bookmark: _Toc207272264]4.5.2.	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini adalah sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir tidak didukung oleh hasil penelitian ini. Karena nilai original sample sebesar -0,019 yang menunjukkan hasil negatif, kemudian t statistik memiliki nilai sebesar 0,336 yang berarti lebih kecil dari 1,66, dan nilai p-value sebesar 0,737 yang berarti tidak signifikan karena lebih besar dari 0,10.
Sanksi pajak adalah faktor eksternal untuk memberikan pengaruh terhadap pandangan wajib pajak dalam menciptakan keputusan mengenai tindakan untuk patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Sehingga dengan adanya sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak akan menciptakan wajib pajak yang taat dan patuh, serta menimbulkan rasa takut terhadap peraturan perpajakan (Hantono & Sianturi, 2021).
Dengan demikian hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan theory of planned behavior yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sanksi pajak adalah control belief, karena dalam praktiknya dilapangan bahwa sanksi pajak yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak membuat wajib pajak menjadi jera untuk tidak mengulanginya lagi. Hal ini terjadi karena sanksi perpajakan hanya legalitas dalam peraturan, untuk tindakan atas pelanggaran tersebut belum ditindak secara tegas oleh aparat pemerintah (Ermawati et al., 2018). Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan sanksi pajak tidak menjadi faktor utama yang mendorong wajib pajak UMKM untuk patuh. Wajib pajak UMKM lebih fokus pada faktor lain seperti besaran tarif pajak atau kualitas pelayanan fiskus yang baik. Dari gambaran umum objek penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa mayoritas responden penelitian adalah wajib pajak UMKM berskala kecil dengan keterbatasan sumber daya dan administrasi. Dalam praktiknya, mereka lebih memperhatikan hal-hal yang langsung memengaruhi kelangsungan usaha, seperti pelayanan fiskus yang memudahkan. Ancaman sanksi cenderung kurang diperhatikan karena mereka menilai peluang untuk diperiksa atau dikenai sanksi cukup kecil. Oleh karena itu, hasil penelitian yang menunjukkan sanksi tidak berpengaruh sejalan dengan kondisi nyata UMKM yang lebih responsif terhadap kebijakan yang memberi kemudahan daripada ancaman hukuman.
Penelitian yang serupa juga dilaksanakan oleh Abdi et al., (2022), namun tidak memiliki hasil yang sejalan dalam penelitian ini, karena hasil yang ditunjukkan oleh Abdi et al., (2022) adalah sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Akan tetapi, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati et al., (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
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	Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir didukung oleh hasil penelitian. Nilai original sample sebesar 0,197 yang menunjukkan hasil positif, kemudian t statistik memiliki nilai sebesar 2,755 yang berarti lebih besar dari 1,66, dan nilai p-value sebesar 0,006 yang berarti signifikan karena lebih kecil dari 0,10.
	Hal ini membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berperan penting dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin sering dilakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak UMKM, maka kepatuhan pajak mereka akan meningkat. Sebaliknya, jika pemeriksaan jarang dilakukan, tingkat kepatuhan pajak mereka cenderung akan semakin menurun (Yogantara et al., 2021). Dari gambaran umum objek penelitian sebagian besar responden UMKM masih berada pada tahap usaha kecil dan menengah dengan tata kelola keuangan sederhana. Kondisi ini membuat mereka rentan melakukan kesalahan pelaporan, baik karena kurangnya pemahaman maupun keterbatasan administrasi. Oleh sebab itu, pemeriksaan pajak yang konsisten dapat memberikan efek pengawasan sekaligus edukasi, sehingga mendorong UMKM untuk lebih tertib. Hal ini sesuai dengan temuan bahwa pemeriksaan pajak yang efektif mampu meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya kepatuhan perpajakan.	
	Berdasarkan theory of planned behavior, faktor yang dapat mempengaruhi pemeriksaan pajak adalah behavioral belief yang merupakan persepsi seseorang tentang kemungkinan hasil atau dampak dari suatu tindakan. Dalam hal ini, wajib pajak UMKM secara sadar berperilaku dengan mempertimbangkan informasi yang tersedia. Oleh karena itu, seseorang dapat dianggap patuh terhadap pajak jika memiliki keyakinan bahwa tindakan tertentu, seperti tidak melakukan penggelapan pajak, adalah hal yang benar dan membentuk sikap yang sesuai.
	Dengan demikian hasil dari penelitian ini sejalan dengan theory of planned behavior yang menyatakan bahwa semakin tinggi pemeriksaan pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil kuesioner menyatakan bahwa kehadiran pemeriksaan pajak dapat mendorong dan memotivasi wajib pajak UMKM, karena dengan adanya proses pemeriksaan pajak secara tegas dan adil menciptakan kesadaran akan pentingnya membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyono et al., (2018) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang lebih ketat dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak, melalui pemeriksaan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diketahui. Bagi wajib pajak dengan kepatuhan rendah, pemeriksaan pajak diharapkan dapat mendorong mereka untuk lebih patuh. Hal ini juga didukung oleh penelitian Ahmad (2023) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
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Hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir didukung oleh hasil penelitian. Nilai original sample sebesar 0,473 yang menunjukkan hasil positif, kemudian t statistik memiliki nilai sebesar 9,048 yang berarti lebih besar dari 1,66, dan nilai p-value sebesar 0,000 yang berarti signifikan karena lebih kecil dari 0,10.
Hal ini membuktikan bahwa semakin baik kualitas pelayanan fiskus, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat secara signifikan (Putri, 2020). Beragam kegiatan yang dilakukan oleh petugas fiskus agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti membuat sosialisasi langsung kepada masyarakat dan wajib pajak UMKM mengenai pentingnya melaksanakan kewajiban pajak, termasuk membayar dan menyetor pajak, serta melaporkan SPT sesuai waktu yang telah ditentukan. Dari gambaran umum objek penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden UMKM memiliki tingkat pendidikan yang beragam, dengan sebagian masih terbatas pada tingkat menengah. Kondisi ini menjadikan pelayanan fiskus yang responsif, jelas, dan mudah dipahami sebagai kebutuhan utama. Bagi responden yang belum terbiasa dengan sistem digital seperti e-Filing atau e-Billing, peran petugas fiskus dalam memberikan sosialisasi langsung sangat membantu. Oleh karena itu, kualitas pelayanan yang baik berfungsi sebagai jembatan antara keterbatasan pemahaman wajib pajak dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.
Berdasarkan theory of planned behavior menyatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan fiskus adalah normative beliefs yang menjelaskan bahwa sebelum melakukan suatu tindakan, individu memiliki keyakinan tentang harapan orang lain serta dorongan untuk memenuhi harapan tersebut. Petugas fiskus disediakan oleh pejabat pajak untuk memudahkan wajib pajak, mereka disebut fiskus. Tugas petugas pajak adalah memberikan sosialisasi terkait ketentuan ketentuan perpajakan dan memberikan pelayanan yang baik sehingga mendorong motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak.
	Dengan demikian hasil dari penelitian ini sejalan dengan theory of planned behavior yang menyatakan bahwa semakin baik kualitas pelayanan fiskus yang diberikan maka akan semakin termotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Berdasarkan hasil kuesioner menyatakan bahwa dengan adanya petugas fiskus yang memberikan rasa aman dan nyaman, serta fasilitas yang disediakan oleh kantor pajak memadai dan mendukung layanan, maka akan semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak kepada petugas fiskus dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
	Hasil ini mendukung penelitian Awwalina et al., (2018) membuktikan bahwa kualitas pelayanan fiskus memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian sejalan juga dengan penelitian Iriyanto et al., (2022) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka dapat diartikan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan oleh petugas fiskus dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
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	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:
1. Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini ditolak karena tarif pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir. Artinya, dari hasil penelitian ini memberikan indikasi bahwa kenaikan tarif pajak justru mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini karena wajib pajak UMKM memahami bahwa pentingnya pajak bagi pembangunan negara, sehingga mereka cenderung patuh, meskipun tarif meningkat, dan juga perbedaan karakteristik responden, pemahaman mengenai perpajakan, serta tingkat pengawasan dari otoritas pajak setempat.
2. Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini ditolak karena sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir. Hal ini dikarenakan maraknya pegawai pemerintah yang menggelapkan pajak. Selanjutnya sanksi pajak yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak membuat wajib pajak menjadi jera untuk tidak mengulangi nya lagi. Hal ini terjadi karena sanksi perpajakan hanya legalitas dalam peraturan, untuk tindakan atas pelanggaran tersebut belum ditindak secara tegas oleh aparat pemerintah.
3. Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini diterima, karena pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berperan penting dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin sering dilakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak UMKM, maka kepatuhan pajak mereka akan meningkat.
4. Hipotesis Keempat (H4) dalam penelitian ini diterima, karena kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini memberikan bukti bahwa semakin baik kualitas pelayanan fiskus yang diberikan maka akan semakin termotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Berdasarkan hasil kuesioner menyatakan bahwa dengan adanya petugas fiskus yang memberikan rasa aman dan nyaman, serta fasilitas yang disediakan oleh kantor pajak memadai dan mendukung layanan, maka akan semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak kepada petugas fiskus dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.





[bookmark: _Toc207272270]5.2.	Saran
	Berdasarkan hasil pengujian, pembahasan, dan kesimpulan. Maka saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:
1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak 
Dari hasil penelitian ini diharapkan bagi DJP sebagai pembuat kebijakan untuk terus meningkatkan ketegasan dalam memberikan sanksi bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. DJP juga perlu memberikan transparansi terkait ketentuan tarif pajak untuk lebih adil agar wajib pajak UMKM terus meningkatkan kepatuhannya.
2. Bagi KPP Pratama Samarinda Ilir
Dari hasil penelitian ini diharapkan KPP Pratama Samarinda Ilir untuk terus melakukan inovasi dalam memberikan penyuluhan mengenai kebijakan tarif pajak UMKM dan memberikan pengawasan terhadap wajib pajak UMKM yang melanggar ketentuan diperketat sehingga menciptakan kesadaran dalam diri wajib pajak UMKM untuk terus meningkatkan kepatuhannya.
3. Bagi wajib pajak UMKM
Dari hasil penelitian ini wajib pajak UMKM diharapkan semakin aktif dalam mempelajari tentang peraturan mengenai tarif pajak UMKM, sanksi pajak UMKM yang melanggar ketentuan, dan memahami sistem pelaporan dan pembayaran pajak yang berlaku saat ini guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

4. Bagi penelitian selanjutnya
Diharapkan bagi penelitian selanjutnya agar dapat memperluas penelitian ini dengan lebih lanjut, kemudian menambahkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir. Serta penulis menyarankan, agar lebih memperhatikan dan menguji kembali variabel-variabel yang tidak berpengaruh, agar data yang diuji sesuai dan benar adanya. Contoh seperti variabel sanksi pajak yang dalam penelitian ini yang perlu diuji kembali dengan teliti dengan mencari berbagai referensi penelitian terdahulu yang sesuai untuk digunakan pada tahap uji variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian.
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Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner
Yth. Bapak/Ibu/Saudara/I Responden Wajib Pajak UMKM
Di Tempat
	Dengan Hormat, melalui kesempatan ini perkenalkan saya Jonathan Setyawan, Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang sedang menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah Yang Terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir”.
	Untuk itu, Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I selaku pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengisi kuesioner penelitian dengan menjawab seluruh pertanyaan yang telah disediakan. Saya menjamin bahwa semua data dan respon Bapak/Ibu/Saudara/I adalah bersifat rahasia hanya semata-mata untuk kepentingan akademik dan tidak untuk dipublikasi secara umum. Atas kesediaan dan kerjasamanya dalam pengisian kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Mahasiswa,

Jonathan Setyawan



A. Identitas Responden :
Nama Responden	:
Usia Responden	:
Jenis Kelamin	: abc Laki-laki	abc Perempuan  
Pendidikan Terakhir	: abc SMA/Sederajat	abc Diploma
	abc Sarjana	abc Lainnya
[bookmark: _Hlk189856786]Kepemilikan NPWP	: abc Ya	abc Tidak
Nama UMKM	:
Jabatan Responden	: abc Pemilik		abc Karyawan
abc Lainnya: ............
Bidang Usaha	: abc Makanan dan Minuman	abc Tekstil
	 abc Jasa	abc Furniture
	 abc Kesehatan	abc Pendidikan
	  	abc Lainnya: ..............
Alamat UMKM	:
Pendapatan/Omzet 	: abc Rp0-Rp300 Juta  abc Rp300 Juta-Rp2,5 milyar
(Pertahun)
				 abc Rp2,5 milyar-Rp50 milyar	





B. Petunjuk Pengisian Kuesioner
1. Pengisian kuesioner dilakukan oleh Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.
2. Sebelum mengisi kuesioner, mohon kesediaan untuk melengkapi identitas responden dengan mengisi nama, jenis kelamin, pendidikan terakhir, kepemilikan NPWP, nama UMKM, dan alamat UMKM.
3. Bapak/Ibu/Saudara/I dapat memberikan jawaban dengan memberi tanda checklist (✔) pada kotak yang sesuai berdasarkan apa yang anda alami, dengan petunjuk sebagai berikut:
	Sangat Setuju (SS)
	SS

	Setuju (S)
	S

	Netral (N)
	N

	Tidak Setuju (TS)
	TS

	Sangat Tidak Setuju (STS)
	STS



4. Dalam menjawab pernyataan ini responden dimohon untuk dapat menjawab setiap pertanyaan dengan keyakinan tinggi serta tidak mengkosongkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban.







KUESIONER PENELITIAN
	A. Kepatuhan Wajib Pajak

	No.
	Item Pernyataan
	Pilihan Jawaban

	
	
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	1
	Wajib pajak UMKM telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak UMKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh NPWP.
	
	
	
	
	

	2
	Wajib pajak UMKM mampu menghitung jumlah pajaknya dengan jujur dan benar
	
	
	
	
	

	3
	Wajib pajak UMKM tertib membayar pajak sesuai jumlah yang seharusnya dibayarkan
	
	
	
	
	

	4
	Wajib pajak UMKM tidak pernah terlambat dalam hal menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan
	
	
	
	
	


sumber: (Handayani et al., 2020) dan (Noviana et al., 2020)
	B. Tarif Pajak

	No.
	Item Pernyataan
	Pilihan Jawaban

	
	
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	1
	Wajib pajak UMKM taat terhadap undang-undang perpajakan terkait tarif pajak UMKM yang berlaku saat ini
	
	
	
	
	

	2
	Wajib pajak UMKM memahami dengan baik prosedur mengenai pemungutan pajak UMKM
	
	
	
	
	

	3
	Adanya tarif pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan mendorong wajib pajak UMKM untuk lebih tertib dalam hal menjalankan kewajiban pajaknya
	
	
	
	
	

	4
	Wajib pajak UMKM menilai tarif pajak sebesar 0,5% tidak memberatkan wajib pajak UMKM sebagai wajib pajak.
	
	
	
	
	


Sumber: (Lazuardini & Rahmawati, 2018)


	C. Sanksi Pajak

	No.
	Item Pernyataan
	Pilihan Jawaban

	
	
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	1
	Wajib pajak UMKM mendukung adanya sanksi bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan dan membayarkan kewajiban pajaknya.
	
	
	
	
	

	2
	Bagi wajib pajak UMKM yang melakukan tindakan melanggar ketentuan perpajakan harus dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana
	
	
	
	
	

	3
	Sanksi pajak digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan dan mendorong wajib pajak UMKM untuk patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya
	
	
	
	
	

	4
	Tidak ada toleransi bagi semua wajib pajak UMKM yang melanggar ketentuan perpajakan
	
	
	
	
	


Sumber: (Mulyati & Ismanto, 2021) dan (Hantono & Sianturi, 2021)
	D. Pemeriksaan Pajak

	No.
	Item Pernyataan
	Pilihan Jawaban

	
	
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	1
	Proses pemeriksaan pajak secara tegas dan adil membuat wajib pajak UMKM lebih sadar akan kewajiban mereka dan meningkatkan kepatuhan pajak.
	
	
	
	
	

	2
	Kehadiran pemeriksaan pajak mendorong dan memotivasi wajib pajak UMKM untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu.
	
	
	
	
	


Disambung ke halaman berikutnya




	No.
	Item Pernyataan
	Pilihan Jawaban

	
	
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	3
	Pemeriksaan pajak mendorong wajib pajak UMKM untuk menghindari pelanggaran atau penggelapan pajak karena ada potensi untuk diperiksa dan diselidiki oleh otoritas pajak.
	
	
	
	
	

	4
	Pemeriksaan pajak membantu mengidentifikasi pembayaran pajak yang lebih bayar/kurang bayar sehingga memberikan kesempatan untuk koreksi atau pengembalian.
	
	
	
	
	

	5
	Proses pemeriksaan pajak yang ketat menciptakan kesadaran akan pentingnya membayar pajak dengan benar dan jujur
	
	
	
	
	


Sumber: (Sherly, 2019)
	E. Kualitas Pelayanan Fiskus

	No.
	Item Pernyataan
	Pilihan Jawaban

	
	
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	1
	Informasi yang diberikan oleh Petugas Fiskus selalu akurat dan dapat dipercaya.
	
	
	
	
	

	2
	Petugas pajak memberikan rasa aman dan nyaman dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak.
	
	
	
	
	

	3
	Petugas pajak merespons kebutuhan wajib pajak UMKM dengan cepat dan efisien.
	
	
	
	
	

	4
	Petugas pajak menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan dan situasi saya sebagai wajib pajak UMKM.
	
	
	
	
	

	5
	Fasilitas yang disediakan di kantor pajak sudah memadai dan mendukung layanan yang diberikan.
	
	
	
	
	


Sumber: (Zeithaml et al., 2009) dan (Awwalina et al., 2018)


[bookmark: _Toc207271862]Lampiran  2. Data Pilot Test 30 Sampel
1. Tabulasi data tarif pajak (X1)		2. Tabulasi data sanksi pajak (X2)
	No
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4

	1
	5
	5
	4
	4

	2
	4
	4
	4
	4

	3
	4
	4
	4
	4

	4
	4
	4
	4
	4

	5
	4
	5
	4
	4

	6
	5
	5
	4
	4

	7
	5
	5
	5
	5

	8
	5
	4
	5
	5

	9
	5
	4
	5
	4

	10
	5
	5
	4
	5

	11
	5
	5
	5
	5

	12
	4
	4
	5
	4

	13
	5
	5
	5
	4

	14
	5
	4
	4
	4

	15
	5
	4
	5
	5

	16
	5
	4
	3
	4

	17
	4
	4
	4
	4

	18
	5
	5
	5
	5

	19
	4
	4
	4
	4

	20
	4
	4
	5
	5

	21
	5
	5
	5
	5

	22
	4
	4
	2
	4

	23
	5
	5
	5
	5

	24
	4
	4
	3
	4

	25
	4
	4
	4
	3

	26
	5
	5
	5
	5

	27
	5
	5
	5
	5

	28
	5
	4
	4
	4

	29
	4
	5
	4
	4

	30
	5
	5
	5
	5


	No
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4

	1
	4
	4
	4
	3

	2
	4
	4
	4
	4

	3
	4
	4
	4
	4

	4
	4
	4
	4
	4

	5
	5
	5
	5
	4

	6
	4
	4
	5
	4

	7
	5
	5
	5
	5

	8
	5
	5
	4
	5

	9
	5
	5
	4
	5

	10
	5
	4
	4
	4

	11
	5
	5
	5
	5

	12
	5
	5
	5
	5

	13
	5
	4
	4
	5

	14
	4
	5
	5
	4

	15
	5
	5
	5
	5

	16
	4
	4
	4
	4

	17
	4
	4
	4
	4

	18
	5
	5
	5
	5

	19
	5
	4
	4
	5

	20
	4
	4
	4
	4

	21
	5
	5
	5
	5

	22
	4
	4
	4
	4

	23
	5
	5
	5
	4

	24
	4
	4
	4
	4

	25
	4
	4
	4
	4

	26
	5
	5
	5
	5

	27
	5
	5
	5
	5

	28
	4
	4
	4
	4

	29
	3
	3
	5
	5

	30
	5
	5
	5
	5


	






3. Tabulasi data pemeriksaan pajak (X3)		 
	No
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	X3.5

	1
	4
	4
	4
	4
	4

	2
	4
	5
	4
	5
	5

	3
	4
	4
	4
	4
	5

	4
	4
	4
	4
	4
	4

	5
	4
	4
	4
	4
	4

	6
	5
	3
	5
	4
	5

	7
	5
	5
	5
	5
	5

	8
	5
	5
	5
	5
	5

	9
	4
	5
	5
	5
	5

	10
	5
	4
	5
	4
	5

	11
	5
	4
	5
	4
	4

	12
	4
	4
	4
	4
	4

	13
	4
	4
	4
	5
	5

	14
	4
	4
	4
	4
	5

	15
	5
	5
	5
	5
	5

	16
	4
	3
	4
	4
	4

	17
	4
	4
	4
	4
	4

	18
	5
	4
	4
	4
	4

	19
	4
	4
	4
	4
	4

	20
	4
	5
	4
	5
	5

	21
	5
	5
	5
	5
	5

	22
	4
	4
	5
	5
	5

	23
	5
	5
	5
	5
	5

	24
	4
	3
	4
	4
	4

	25
	4
	3
	4
	4
	4

	26
	5
	5
	5
	5
	5

	27
	5
	5
	5
	5
	5

	28
	4
	4
	5
	4
	4

	29
	4
	3
	4
	3
	4

	30
	5
	5
	4
	5
	4


                      
           
      





















4. Tabulasi data kualitas pelayanan fiskus (X4)     
	No
	X4.1
	X4.2
	X4.3
	X4.4
	X4.5

	1
	4
	3
	3
	3
	2

	2
	4
	4
	4
	4
	4

	3
	4
	4
	4
	4
	4

	4
	4
	4
	4
	4
	4

	5
	3
	3
	3
	3
	3

	6
	4
	4
	2
	4
	4

	7
	5
	5
	5
	5
	5

	8
	5
	5
	5
	5
	5

	9
	4
	4
	4
	5
	5

	10
	3
	3
	4
	4
	4

	11
	5
	5
	5
	5
	5

	12
	5
	5
	5
	5
	5

	13
	5
	5
	5
	5
	5

	14
	4
	4
	4
	4
	4

	15
	5
	5
	5
	5
	5

	16
	4
	4
	4
	4
	4

	17
	5
	5
	5
	5
	5

	18
	5
	5
	5
	5
	5

	19
	4
	4
	4
	4
	4

	20
	5
	5
	4
	4
	4

	21
	5
	5
	5
	5
	5

	22
	5
	5
	5
	5
	5

	23
	5
	5
	4
	4
	4

	24
	4
	4
	4
	4
	4

	25
	4
	4
	4
	4
	4

	26
	5
	5
	5
	5
	5

	27
	5
	5
	5
	5
	5

	28
	4
	5
	4
	5
	5

	29
	4
	4
	4
	4
	4

	30
	5
	5
	5
	5
	5







5. Tabulasi data kepatuhan wajib pajak UMKM (Y)
	No
	Y1.1
	Y1.2
	Y1.3
	Y1.4

	1
	4
	5
	4
	4

	2
	4
	4
	4
	5

	3
	5
	5
	5
	5

	4
	4
	4
	4
	4

	5
	5
	5
	5
	5

	6
	5
	5
	5
	5

	7
	5
	5
	5
	5

	8
	5
	5
	5
	5

	9
	5
	5
	5
	5

	10
	5
	4
	4
	4

	11
	5
	5
	5
	5

	12
	5
	5
	5
	5

	13
	5
	4
	4
	4

	14
	4
	4
	4
	4

	15
	5
	4
	4
	4

	16
	4
	4
	4
	4

	17
	5
	5
	5
	5

	18
	4
	4
	5
	4

	19
	4
	4
	4
	4

	20
	4
	4
	4
	4

	21
	5
	5
	5
	5

	22
	4
	4
	4
	4

	23
	4
	4
	4
	5

	24
	4
	4
	4
	4

	25
	4
	4
	5
	5

	26
	5
	5
	5
	5

	27
	5
	5
	5
	5

	28
	5
	4
	5
	4

	29
	4
	4
	4
	4

	30
	5
	5
	5
	5






[bookmark: _Toc207271863]Lampiran  3. Tabulasi Data Kuesioner 100 Responden
1. Tabulasi Data Tarif Pajak (X1)
	No
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4

	1
	4
	4
	5
	4

	2
	4
	4
	4
	4

	3
	4
	4
	4
	4

	4
	4
	4
	4
	4

	5
	4
	4
	4
	4

	6
	4
	4
	5
	4

	7
	5
	5
	5
	5

	8
	5
	5
	5
	5

	9
	4
	5
	5
	4

	10
	5
	4
	4
	5

	11
	5
	5
	5
	5

	12
	4
	5
	5
	4

	13
	4
	5
	5
	4

	14
	4
	4
	4
	4

	15
	5
	5
	5
	5

	16
	4
	3
	3
	4

	17
	4
	4
	4
	4

	18
	5
	5
	5
	5

	19
	4
	4
	4
	4

	20
	5
	5
	5
	5

	21
	5
	5
	5
	5

	22
	4
	2
	2
	4

	23
	5
	5
	5
	5

	24
	4
	3
	3
	4

	25
	3
	4
	4
	3

	26
	5
	5
	5
	5

	27
	5
	5
	5
	5

	28
	4
	4
	4
	4

	29
	4
	4
	4
	4

	30
	5
	5
	5
	5

	31
	4
	5
	5
	4

	32
	5
	5
	5
	5

	33
	4
	4
	4
	4

	34
	4
	4
	4
	4

	35
	5
	5
	5
	5

	No
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4

	36
	5
	5
	5
	5

	37
	4
	4
	4
	4

	38
	4
	3
	3
	4

	39
	4
	5
	5
	4

	40
	5
	3
	3
	5

	41
	4
	4
	4
	4

	42
	4
	4
	4
	4

	43
	4
	4
	4
	4

	44
	4
	4
	4
	4

	45
	4
	4
	4
	4

	46
	4
	4
	4
	4

	47
	5
	5
	5
	5

	48
	5
	5
	5
	5

	49
	4
	5
	5
	4

	50
	5
	4
	4
	5

	51
	5
	5
	5
	5

	52
	4
	5
	5
	4

	53
	4
	5
	5
	4

	54
	4
	4
	4
	4

	55
	5
	5
	5
	5

	56
	4
	3
	3
	4

	57
	4
	4
	4
	4

	58
	5
	5
	5
	5

	59
	4
	4
	4
	4

	60
	5
	5
	5
	5

	61
	5
	5
	5
	5

	62
	4
	4
	2
	4

	63
	5
	5
	5
	5

	64
	4
	3
	3
	4

	65
	5
	4
	4
	5

	66
	4
	5
	5
	4

	67
	5
	5
	5
	5

	68
	5
	5
	5
	5

	69
	5
	5
	5
	5

	70
	5
	5
	5
	5

	71
	5
	5
	5
	5

	72
	5
	5
	5
	5

	73
	5
	5
	5
	5

	No
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4

	74
	5
	5
	5
	5

	75
	4
	4
	4
	4

	76
	4
	4
	4
	4

	77
	4
	4
	4
	4

	78
	5
	5
	5
	5

	79
	5
	5
	5
	5

	80
	4
	5
	5
	4

	81
	5
	4
	4
	5

	82
	5
	5
	5
	5

	83
	4
	5
	5
	4

	84
	4
	5
	5
	4

	85
	4
	4
	4
	4

	86
	5
	5
	5
	5

	87
	4
	5
	5
	4

	88
	4
	5
	5
	4

	89
	5
	5
	5
	5

	90
	4
	4
	4
	4

	91
	5
	5
	5
	5

	92
	5
	5
	5
	5

	93
	5
	5
	5
	5

	94
	5
	5
	5
	5

	95
	4
	5
	5
	4

	96
	5
	4
	4
	5

	97
	5
	5
	4
	5

	98
	4
	5
	5
	4

	99
	4
	5
	5
	4

	100
	4
	5
	5
	5













2. Tabulasi Data Sanksi Pajak (X2)
	No
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4

	1
	4
	4
	4
	3

	2
	4
	4
	4
	4

	3
	4
	4
	4
	4

	4
	4
	4
	4
	4

	5
	5
	5
	4
	4

	6
	4
	4
	4
	4

	7
	5
	5
	5
	5

	8
	5
	5
	5
	5

	9
	5
	5
	5
	5

	10
	5
	4
	4
	4

	11
	5
	5
	5
	5

	12
	5
	5
	5
	5

	13
	5
	4
	5
	5

	14
	4
	5
	4
	4

	15
	5
	5
	5
	5

	16
	4
	4
	3
	4

	17
	4
	4
	4
	4

	18
	5
	5
	5
	5

	19
	5
	4
	4
	5

	20
	4
	4
	5
	4

	21
	5
	5
	5
	5

	22
	4
	4
	2
	4

	23
	5
	5
	5
	4

	24
	4
	4
	4
	4

	25
	4
	4
	4
	4

	26
	5
	5
	5
	5

	27
	5
	5
	5
	5

	28
	4
	4
	4
	4

	29
	3
	3
	4
	5

	30
	5
	5
	5
	5

	31
	5
	5
	5
	5

	32
	5
	5
	5
	4

	33
	4
	4
	4
	4

	34
	4
	4
	4
	4

	No
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4

	35
	5
	5
	5
	5

	36
	5
	5
	5
	5

	37
	4
	5
	4
	5

	38
	4
	4
	3
	4

	39
	5
	5
	5
	5

	40
	5
	4
	3
	4

	41
	4
	4
	4
	3

	42
	4
	4
	4
	4

	43
	4
	4
	4
	4

	44
	4
	4
	4
	4

	45
	5
	5
	4
	4

	46
	4
	4
	4
	4

	47
	5
	5
	5
	5

	48
	5
	5
	5
	5

	49
	5
	5
	5
	5

	50
	5
	4
	4
	4

	51
	5
	5
	5
	5

	52
	5
	5
	5
	5

	53
	5
	4
	5
	5

	54
	4
	5
	4
	4

	55
	5
	5
	5
	5

	56
	4
	4
	3
	4

	57
	4
	4
	4
	4

	58
	5
	5
	5
	5

	59
	5
	4
	4
	5

	60
	4
	4
	5
	4

	61
	5
	5
	5
	5

	62
	4
	3
	2
	4

	63
	5
	5
	5
	4

	64
	4
	4
	4
	4

	65
	4
	5
	4
	4

	66
	5
	4
	5
	5

	67
	5
	5
	5
	5

	68
	4
	4
	5
	5

	69
	5
	5
	5
	4

	70
	4
	4
	5
	5

	71
	5
	5
	5
	4

	72
	5
	5
	5
	5

	No
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4

	73
	5
	5
	5
	5

	74
	5
	5
	5
	4

	75
	4
	4
	4
	4

	76
	5
	5
	4
	4

	77
	4
	4
	4
	4

	78
	5
	5
	5
	5

	79
	5
	5
	5
	5

	80
	5
	5
	5
	5

	81
	5
	4
	4
	4

	82
	5
	5
	5
	5

	83
	5
	5
	5
	5

	84
	5
	4
	5
	5

	85
	4
	5
	4
	4

	86
	5
	5
	5
	5

	87
	4
	4
	5
	4

	88
	4
	4
	5
	4

	89
	5
	5
	5
	5

	90
	5
	4
	4
	5

	91
	4
	4
	5
	4

	92
	5
	5
	5
	5

	93
	4
	4
	4
	4

	94
	5
	5
	5
	4

	95
	5
	4
	5
	4

	96
	4
	4
	4
	4

	97
	5
	5
	5
	5

	98
	5
	4
	5
	4

	99
	4
	4
	5
	5

	100
	4
	4
	5
	5










3. Tabulasi Data Pemeriksaan Pajak (X3)
	No
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	X3.5

	1
	3
	4
	4
	4
	4

	2
	4
	5
	4
	5
	4

	3
	4
	4
	4
	4
	4

	4
	4
	4
	4
	4
	4

	5
	4
	4
	4
	4
	4

	6
	5
	3
	4
	4
	4

	7
	5
	5
	5
	5
	5

	8
	5
	5
	5
	5
	5

	9
	4
	5
	5
	5
	5

	10
	5
	4
	4
	4
	4

	11
	5
	4
	5
	4
	5

	12
	4
	4
	5
	4
	5

	13
	4
	4
	5
	5
	5

	14
	4
	4
	4
	4
	4

	15
	5
	5
	5
	5
	5

	16
	4
	3
	3
	4
	3

	17
	4
	4
	4
	4
	4

	18
	5
	4
	5
	4
	5

	19
	4
	4
	4
	4
	4

	20
	4
	5
	5
	5
	5

	21
	5
	5
	5
	5
	5

	22
	4
	4
	2
	5
	2

	23
	5
	5
	5
	5
	5

	24
	4
	3
	3
	4
	3

	25
	4
	3
	4
	4
	4

	26
	5
	5
	5
	5
	5

	27
	5
	5
	5
	5
	5

	28
	4
	4
	4
	4
	4

	29
	4
	3
	4
	3
	4

	30
	5
	5
	5
	5
	5

	31
	4
	4
	5
	3
	5

	32
	4
	4
	5
	4
	5

	33
	4
	5
	4
	5
	4

	34
	4
	4
	4
	4
	4

	35
	5
	5
	5
	4
	5

	36
	5
	4
	5
	4
	5

	37
	5
	4
	4
	4
	4

	No
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	X3.5

	38
	4
	5
	3
	5
	3

	39
	5
	5
	5
	5
	5

	40
	4
	4
	3
	4
	3

	41
	4
	4
	4
	4
	4

	42
	4
	5
	4
	5
	4

	43
	4
	5
	4
	4
	4

	44
	4
	4
	4
	4
	4

	45
	4
	4
	4
	4
	4

	46
	5
	4
	4
	4
	4

	47
	5
	5
	5
	5
	5

	48
	5
	5
	5
	5
	5

	49
	4
	5
	5
	5
	5

	50
	5
	4
	4
	4
	4

	51
	5
	4
	5
	4
	5

	52
	4
	4
	5
	4
	5

	53
	4
	4
	5
	5
	5

	54
	4
	4
	4
	4
	4

	55
	5
	5
	5
	5
	5

	56
	4
	3
	3
	4
	4

	57
	4
	4
	4
	4
	4

	58
	5
	4
	5
	4
	5

	59
	4
	4
	4
	4
	4

	60
	4
	5
	5
	5
	5

	61
	5
	5
	5
	5
	5

	62
	3
	2
	2
	2
	2

	63
	5
	5
	5
	5
	5

	64
	4
	3
	3
	3
	3

	65
	5
	5
	4
	4
	4

	66
	5
	5
	5
	5
	5

	67
	4
	4
	5
	5
	5

	68
	4
	3
	5
	5
	5

	69
	5
	4
	5
	5
	5

	70
	4
	4
	5
	5
	5

	71
	4
	4
	5
	5
	5

	72
	5
	4
	5
	5
	5

	73
	5
	5
	5
	5
	5

	74
	4
	4
	5
	5
	5

	75
	4
	4
	4
	4
	4

	No
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	X3.5

	76
	4
	4
	4
	4
	4

	77
	5
	3
	4
	4
	4

	78
	5
	5
	5
	5
	5

	79
	5
	5
	5
	5
	5

	80
	5
	5
	5
	5
	5

	81
	4
	5
	4
	4
	4

	82
	5
	5
	5
	5
	5

	83
	5
	5
	5
	5
	5

	84
	5
	5
	5
	5
	5

	85
	4
	4
	4
	4
	4

	86
	5
	5
	5
	5
	5

	87
	5
	4
	5
	5
	5

	88
	4
	4
	5
	5
	5

	89
	5
	5
	5
	5
	5

	90
	4
	5
	4
	4
	4

	91
	5
	4
	5
	5
	5

	92
	5
	5
	5
	5
	5

	93
	5
	4
	5
	5
	5

	94
	5
	5
	5
	5
	5

	95
	5
	5
	4
	5
	5

	96
	4
	4
	4
	4
	4

	97
	4
	5
	5
	5
	5

	98
	4
	5
	5
	5
	5

	99
	5
	4
	5
	5
	5

	100
	5
	4
	5
	5
	5











4. Tabulasi Data Kualitas Pelayanan Fiskus (X4)
	No
	X4.1
	X4.2
	X4.3
	X4.4
	X4.5

	1
	4
	3
	3
	3
	2

	2
	4
	4
	4
	4
	4

	3
	4
	4
	4
	4
	4

	4
	4
	4
	4
	4
	4

	5
	3
	3
	3
	3
	3

	6
	4
	4
	2
	4
	4

	7
	5
	5
	5
	5
	5

	8
	5
	5
	5
	5
	5

	9
	4
	4
	4
	5
	5

	10
	3
	3
	4
	4
	4

	11
	5
	5
	5
	5
	5

	12
	5
	5
	5
	5
	5

	13
	5
	5
	5
	5
	5

	14
	4
	4
	4
	4
	4

	15
	5
	5
	5
	5
	5

	16
	4
	4
	4
	4
	4

	17
	5
	5
	5
	5
	5

	18
	5
	5
	5
	5
	5

	19
	4
	4
	4
	4
	4

	20
	5
	5
	4
	4
	4

	21
	5
	5
	5
	5
	5

	22
	5
	5
	5
	5
	5

	23
	5
	5
	4
	4
	4

	24
	4
	4
	4
	4
	4

	25
	4
	4
	4
	4
	4

	26
	5
	5
	5
	5
	5

	27
	5
	5
	5
	5
	5

	28
	4
	5
	4
	5
	5

	29
	4
	4
	4
	4
	4

	30
	5
	5
	5
	5
	5

	31
	5
	4
	4
	4
	4

	32
	5
	5
	5
	5
	5

	33
	5
	4
	4
	4
	4

	34
	4
	3
	4
	4
	4

	35
	5
	5
	5
	5
	5

	36
	3
	5
	5
	5
	5

	37
	3
	4
	4
	4
	4

	No
	X4.1
	X4.2
	X4.3
	X4.4
	X4.5

	38
	5
	4
	3
	3
	5

	39
	5
	5
	5
	5
	5

	40
	5
	4
	5
	5
	4

	41
	4
	3
	3
	3
	2

	42
	5
	4
	4
	4
	4

	43
	4
	4
	4
	4
	4

	44
	4
	4
	4
	4
	4

	45
	4
	3
	3
	3
	3

	46
	4
	4
	2
	4
	4

	47
	5
	5
	5
	5
	5

	48
	5
	5
	5
	5
	5

	49
	4
	4
	4
	5
	5

	50
	3
	3
	4
	4
	4

	51
	5
	5
	5
	5
	5

	52
	5
	5
	5
	5
	5

	53
	5
	5
	5
	5
	5

	54
	4
	4
	4
	4
	4

	55
	5
	5
	5
	5
	5

	56
	4
	4
	4
	4
	4

	57
	5
	5
	5
	5
	5

	58
	5
	5
	5
	5
	5

	59
	4
	4
	4
	4
	4

	60
	5
	5
	4
	4
	4

	61
	5
	5
	5
	5
	5

	62
	3
	5
	5
	5
	5

	63
	5
	5
	4
	4
	4

	64
	4
	4
	4
	4
	4

	65
	4
	4
	4
	5
	4

	66
	5
	5
	5
	4
	4

	67
	4
	5
	4
	5
	4

	68
	5
	5
	5
	4
	4

	69
	5
	5
	5
	5
	4

	70
	4
	5
	4
	5
	5

	71
	5
	5
	4
	4
	5

	72
	4
	5
	4
	5
	5

	73
	5
	4
	4
	4
	5

	74
	5
	5
	5
	4
	5

	75
	4
	4
	5
	5
	4

	No
	X4.1
	X4.2
	X4.3
	X4.4
	X4.5

	76
	3
	3
	4
	5
	5

	77
	4
	4
	4
	4
	4

	78
	5
	5
	5
	4
	5

	79
	5
	5
	5
	5
	5

	80
	4
	4
	5
	4
	5

	81
	3
	3
	4
	4
	4

	82
	5
	5
	5
	5
	5

	83
	5
	5
	5
	5
	4

	84
	5
	5
	5
	5
	4

	85
	4
	4
	4
	4
	4

	86
	5
	5
	5
	5
	5

	87
	4
	4
	5
	5
	5

	88
	5
	5
	5
	5
	5

	89
	5
	5
	5
	5
	5

	90
	4
	4
	4
	5
	4

	91
	5
	5
	5
	4
	5

	92
	5
	5
	5
	5
	5

	93
	4
	5
	5
	4
	4

	94
	5
	5
	5
	5
	4

	95
	4
	5
	5
	5
	5

	96
	4
	5
	4
	5
	4

	97
	5
	5
	5
	5
	4

	98
	5
	5
	5
	5
	5

	99
	4
	5
	5
	5
	4

	100
	4
	4
	5
	5
	4










5. Tabulasi Data Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	No
	Y1.1
	Y1.2
	Y1.3
	Y1.4

	1
	4
	5
	3
	4

	2
	4
	4
	4
	4

	3
	4
	4
	4
	4

	4
	4
	4
	4
	4

	5
	4
	3
	3
	4

	6
	4
	4
	4
	4

	7
	5
	5
	5
	5

	8
	5
	5
	5
	5

	9
	5
	4
	4
	5

	10
	4
	3
	3
	4

	11
	5
	5
	5
	5

	12
	5
	5
	5
	5

	13
	5
	5
	5
	5

	14
	4
	4
	4
	4

	15
	5
	5
	5
	5

	16
	3
	4
	4
	3

	17
	4
	5
	5
	4

	18
	5
	5
	5
	5

	19
	4
	4
	4
	4

	20
	5
	5
	5
	5

	21
	5
	5
	5
	5

	22
	2
	5
	5
	2

	23
	5
	5
	5
	5

	24
	3
	4
	4
	3

	25
	4
	4
	4
	4

	26
	5
	5
	5
	5

	27
	5
	5
	5
	5

	28
	4
	5
	5
	4

	29
	4
	4
	4
	4

	30
	5
	5
	5
	5

	31
	5
	4
	4
	5

	32
	5
	5
	5
	5

	33
	4
	4
	4
	4

	34
	4
	3
	4
	4

	35
	5
	5
	5
	5

	36
	5
	5
	5
	5

	37
	4
	4
	4
	4

	No
	Y1.1
	Y1.2
	Y1.3
	Y1.4

	38
	3
	4
	4
	3

	39
	5
	5
	5
	5

	40
	3
	4
	4
	3

	41
	4
	3
	3
	4

	42
	4
	4
	4
	4

	43
	4
	4
	4
	4

	44
	4
	4
	4
	4

	45
	4
	3
	3
	4

	46
	4
	4
	4
	4

	47
	5
	5
	5
	5

	48
	5
	5
	5
	5

	49
	5
	4
	4
	5

	50
	4
	3
	3
	4

	51
	5
	5
	5
	5

	52
	5
	5
	5
	5

	53
	5
	5
	5
	5

	54
	4
	4
	4
	4

	55
	5
	5
	5
	5

	56
	3
	4
	4
	3

	57
	4
	5
	5
	4

	58
	5
	5
	5
	5

	59
	4
	4
	4
	4

	60
	5
	5
	5
	5

	61
	5
	5
	5
	5

	62
	2
	5
	5
	2

	63
	5
	5
	5
	5

	64
	3
	4
	4
	3

	65
	4
	4
	4
	4

	66
	4
	5
	5
	5

	67
	5
	5
	5
	5

	68
	5
	5
	5
	5

	69
	4
	5
	5
	5

	70
	5
	5
	5
	5

	71
	5
	5
	5
	5

	72
	5
	5
	5
	5

	73
	5
	4
	4
	5

	74
	5
	5
	5
	5

	75
	4
	4
	4
	4

	No
	Y1.1
	Y1.2
	Y1.3
	Y1.4

	76
	4
	3
	4
	4

	77
	4
	4
	5
	4

	78
	5
	5
	5
	5

	79
	4
	5
	5
	5

	80
	5
	4
	4
	4

	81
	4
	3
	4
	4

	82
	5
	5
	5
	5

	83
	5
	5
	5
	5

	84
	4
	5
	5
	5

	85
	4
	4
	4
	4

	86
	5
	5
	5
	5

	87
	5
	4
	4
	5

	88
	4
	5
	5
	5

	89
	5
	5
	5
	5

	90
	4
	4
	4
	4

	91
	5
	5
	5
	4

	92
	5
	5
	5
	5

	93
	4
	5
	5
	5

	94
	5
	5
	5
	5

	95
	5
	5
	5
	5

	96
	4
	5
	5
	4

	97
	3
	5
	5
	5

	98
	5
	5
	5
	5

	99
	5
	5
	5
	5

	100
	3
	4
	4
	5
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3. Cross Loadings
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4. R-Square
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5. F-Square
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6. Path Coefficients (Mean, STDEV, t Statistics, P-Values)
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secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan

daftar pustaka,

Apabila temyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat
unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya
dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang

berlaku.

Samarinda, 29 Agustus 2025

Jonathan Setyawan
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